EEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR $E0 TAHUN 2019
TENTANG
FEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

£

bahwa wuntuk meninglkatkan tertibh administrasi,
cfisiensi, ecfektivitas, dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
pada Kementernan Agama, perlu menyusun pedoman;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan  secbagaihmana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Pengendalian  Interm Pemerintah  pada Kementerian

Agama.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang WNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negarae Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian MNegara ([Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden MNomer 83 Tahun 2015 rentang
Kementerian  Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168},

. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 846



Menetapkan

KESATU

KEDITTA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

EEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di
Lingkungan Kementerian Agama  (Berita Negara
Kepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
lentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

(Berite Negara Republik Indanesia Tahun 2016 Nomor
1945);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Menctapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern  Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Agama
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menectapkan Kuesioner Evaluasi Lingkungan Pengendalian
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan
Ketja/Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Apama
schagaimana tercantum dalam Lamipiran [ vang merupalkan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

Menetapkan Formulir SPIP-01 sampal dengan Formulir
SPIP-14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran [l yang
merupakan bagian tidak terpisahlkan dari Keputusan ini.

Pelaksanaan SPIP pada Kementerian Agama dikoordinasikan
oleh Sckretariat Jenderal.

Evaluasi pelaksanaan SPIP dilaksanakan oleh Inspektorat

 atar]

Seluruh  Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada
Kementerian Agama wajib melaksanakan SPIP sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya,

Untuk mengoordinasikan pelaksanaan SPIP sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, pimpinan Satuan
Kerja/Unit Pelaksana Teknis wajib membentuk Satuan
Tugas SFIP yang selanjutnya disebut Satgas SPIP,

Pelaksanaan SPIP pada Kementerian Agama sebapgaimana
dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, meliputi:

a. pengendalian tingkat organisasi/kebijakan; dan

b. pengendalian tingkat kegiatan/operasional,



KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan.

Dritctapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2018

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

= T —
§ LUKMAN HAaKIM SAIFUDDING
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LAMPIRAN |

KEPUTUSAN MENTER] AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ©go  TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN FEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Momor 6l Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk
mencapai pengelolaan keuangan negara yang clektif, efisien, transparan,
dan akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota
wajib  melakukan pengendalian  atasg penyelenggaraan  kegiatan
pemerintahan, Pengendalian atas penyelengegaraan kepiatan pemerintahan
dilaksanakan dengan  berpedoman pada  Sistem Pengendalian [ntern

pelaporan  keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 2 avat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 24
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan  Sistem Pengendalian  Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama, menyatakan bahwa Menterd
berwenang melakukan pengendalian penyelenggaraan  program
pembangunan di bidang agama untuk mencapai pengelolaan keuangan
negara yang efekdf, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan
Kementerian Agama yang dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan ayat (2) menyatakan bahwa Unit Kerja Mandiri bertanggung
jawab menyelengparakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya vang dikeordinasikan oleh Sckretaris
Jenderal.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan
pedoman  pelaksanaan  Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah pada
Kementerian Agama bagi seluruh Satuan Kerja/Unit Pelalsana Teknis,
maka perlu menyusun pedoman pelaksanaan Sistern Pengendalian Intern
Pemerintah agar terdapat kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam
menerapkan Sistem Pengendalan Intern Pemerintah sccara efelctif di
lingkungan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis sehingga seluruh Satuan
Kerja/Unit Pelaksana Teknis memiliki mekanisme yang jelas dan dapat
dipantau secara periodik baik oleh pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana
Teknis maupun Satuan Tugas Sistern Pengendalian Intern Pemerintah.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran
1. Maksud
Eeputusan ini dimaksudian sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau
pegawai Kementerian dalam pengembangan  kebijakan, perencanaan
struktur dan fungsi pengendalian Intern, serta sisterm dan prosedur vang



T

terkait dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada
Kementerian Agama.

2. Tujuan;:

a. terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai melalui evaluasi
lingkungan penigendalian, rencana aksi serts pemantavan secara
berkala dan konsisten;

b. teridentifikasinyva risiko baik tngkat organisasi/kebijakan mALpLIn
tingkat kegiatan foperasional  pada setiap  Batuan  Kerja/Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Agama;

c. terumuskannya rencana kegiatan pengendalian atas kelemahan
lingkungan pengendalian dan risiko yang teridentifikasi baik risiko
tingkat organisasi/kebijakan maupun tingkat kegiatan/operasional
pada setiap Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Agama;

d. terkomunikasikannya kegiatan pengendalian  atas  kelemahan
lingkungan pengendalian dan risiko yang teridentifikasi baik risiko
tingkat organisasi/kebijakan maupun tungkat kegiatan/operasional,
kepada seluruh jajaran pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Agama dan penanggung jawab program/kegiatan secara
efeltil

€. terintegrasikannya proses penanganan  osike dalam  kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja;

f. terpantaunya seluruh proses pelaksanaan sistem pengendalian intern
pada Kementerian Agama secara berkala: dan

g. terlaporkannya pelaksanaan  sistem pengendalian  intern pada
Kementerian Agama secara tepat waktu,

3. Sasaran _

. tercapainya tujuan penyelenggaraan program dan kepiatan pada
Eementerian Agama secara efeletif dan efiziensi;

b. tersajinya laporan keuangan Kementcrian Agama yang handal;

c. terwujudnys pengamanan asct negara/barang milik negara yang
efcktif; dan _

d. terwujudnya ketastan terhadap peraturan perundang-undangan bagi
seluruh ASN Kementerian Agama yang optimal,

C. Prinsip
Prinsip penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemnerintah adalah:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Hal paling utama yanp harus mendapatkan perhatian adalah
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Demildan pula
langkah-langkah pengendalisnnva juga harus memperhatikan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan,

2. Berurientasi Jangka Panjang :
Pengendalian tidak hanya untuk mengatasi risiko-risiko jangka pendek
tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkirtsn dan dampaknva
secara jangka panjang.

3. Berimbang .
a. keputusan yang diambil dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern
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Pemerintah  harys memperhatikan  pemangky kepentingan
: secara berimbang dan tidal mendahulukan pemangky
kepentingan ffﬂ'ﬂkﬂr'hﬂﬂﬁs‘ftcrttntu; tdan
b. dalam proses pencrapan Sistem Pengendalian Intern Femerintah dan
langlkah-langkah pengendaliannva atas risjkn teridentifikasi harus
memperhatikan bahwa biaya pengendalian risiko tidak boleh lebih
besar dari konsekuensi risiko ity sen dliri,

D. Faktor-faktor Kunei Ke
Pemerintah

Faktor-falitor keberhasilan yang secara khusus terkait dengan keberhasilan
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikur
L. adanya komitmen terhiadap kebijakan, proses, dan rencana findakan;

2. adanya pihak yang ditetapkan vang secara langsung bertanggung jawab
untuk mengoordinasikan  pelaksanaag Sistern  Pengendalian  Intern
Permerintah:

3. adanya kesadaran dari sctiap orang di lingkungan Satuan Kerja/ Unit
Pelaksana Teknis terhadap prinsip penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah untuk menciptakan kultur/ budaya vang tepat dan memahami
manfaat yeng dapat diperoleh diar pengelolaan kegintan vang clekf:

4. adanya kebijakan pengelolagn risiln [risk management policy) yang merinci
peranan dan tanggung jawab  dar pimpinan dan pelaksang Satian
Kerja/Unit Pelaksana Teknis:

. adanya metodologi pengelolaan rsiko yvang menveluruh;

6. adanya pelatthan unnuk selunih pimpinan dan pelaksana, baik pelatihan
penérapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara umum untuk
tujuan kesadaran risiko frisk arwareness| maupun pelatihan yvang lebih rinci:

7. adanya pemantauan yang lerus-menerus mengenal status pengelolaan
risiko: dan

B. adanya penguatan (reinforcement) yang mencakup Indikator Kinerja Utama,
[Key Performance dicators) KU/ KPI, evaluasi individual, remunerasi, dan

Lerhasilan Penerapan Sistem Pengendalian Intern

E. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan Pasal 4 PMA Nomar 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Agama, bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri
alas unsur:

Lingkungan Pengendalian:
Penilaian Risiko:

Kegiatan Pengendalian:

Informasi dan Komunikasi; dan
Pemantauan Pengendalian Intern.

LB o el

F. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini, vang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern vang selanjutnya disinglkat 8P adalah proses
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan selaruh pegawai untuk memberikan
kevalkinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan



terhadap  proses Perancangan  dan  pelalsanaan  kebijakan  serts

perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan

kementerian/ lemhaga,

- Kisiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam
tujuan dan sasaran instansi pemerintah,

. -ldentifikasi Risiko adalahh proses menetapkan apa, dimana, kapan,
mengapa, dan bagaimana sesuaty dapat teradi, sehingga dapat

berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

- Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disebut UPR adalah unit yang
memiliki  tanggunp  jawab terhadap pengelolaan dan pelaksanaan

program /kegiatan sesuai tugas dan fungsi.

. Pemilik Risiko adalah pimpinan unit yang memiliki tangguing  jawah
terhadap pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas

dan fungsi.

. Satuan Kerja vang diselanjutnya disebut Satker adalah saluan-satuan di

bawah satuan organisasi yang melaksanakan administrasi tertenta dan

tidak memenuhi  unsur-unsur yeang menangani administrasi

kepegawaian, keuangan dan umum,

» Unit Pelaksana Teknis yang diselanjutnya disebut UPT adalah bagian
dari Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis

operasional tertentu dan/ataun tugas teknis pemanjang tertentu dari

arganisasi induknya,

. Menteri adalah Menteri Agama,

pencapaian
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BAR [
SATUAN TUGAS SPIF

Berdasarlan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama
tentang  Penyelenpgaraan Sistem  Pengendalian

Menteri dan Satuan Tu Bas pada masing-
ditetapkan oleh Pimpinan unit kerja mandiri,
A. Batuan Tugas SPIP Rementerian Agama Pusat

Satuan Tugas SPIP Kementerian Agama  Pusat ditetapkan dengan
Keputusan Menteri,

L. Struktur Organisasi
Satuan Tugas SPIP Kementerian Agama Pusat terdiri dari:
a. Pengarah adalah Menteri;
b. Penanggung Jawab adalah Sckretaris Jenderal:

c. Walkil Penanggung Jawab adalah Direktur Jenderal dan Kepala
Badan;

d. Pengendali Mutu adalah Inspektur Jenderal:
e. Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Biro Organisasi dan Tata
Lakeana:

L. Wakil Ketua meranghkap Anggota adalsh Sekretaris Inspeictorat
Jenderal:
B Anggota adalah Kepala Biro dan Pusat pada Sekretariat Jenderal,
Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sckretaris Badan:
h. UPR adalah Selcretaciat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat
Jenderal, Badan, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota, Balai Diklat, Balsj Litbang, Asrama Haji dan
Madrasah Negeri (MAN /MTsN};
i. Pemilik Risiko adalah Sckretaris  Jenderal, Inspektur Jenderal,
Direltur Jenderal, Rektor/Ketua PTKN, Kepala Kanwil, Kepala
Kankemenag Kabupaten/Kota, Kepala Balai, Kepala Asrama Haji, dan
Kepala Madrassh Negeri (MAN/MTsN):
J. Koordinator SPIP adalah:
1| Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi dan Fasilitasi
Penyclesaian Hasil Pengawasan Biro Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Jend eral;

2] Kepala Bagian Orpanisasi dan Tata Laksana, Kepegawaian dan
Hulcum pads Unit Eselon [ Pusat,

k. Administrator adalah:

1) Kepala Sub Bagian Penyelesaian Adrministrasi Hasil Pengawasan
Internal pada Sekretariat Jenderal; dan

2} Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Unit Eselon
I Pusat.

. Sekretariat adalah:

1] Kepala Sub Bagian Penyelesaian Administrasi Hasil Pengawasan
Eksternal pada Sekretariat Jenderal:

2) Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja pada Sekretariat Jenderal;
dan

3] Pelaksana dan pejabat fungsional pada Bagian Evaluasi Kinerja
Organisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan Biro
Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal.



2, Tugas
a. Pengarah

Pengarah bﬁrltugas mengarahkan penyelengparaan SPIP Kementerian
Agama sesuni dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang
telah disusun,

b. Penanggung Jawakb
Penangsung Jawab berty gas:
1) menpoordinasikan penyelénggaraan SPIP bailk tingkat Kementerian
tingkat Sator/Kerja/UPT:
2) :lt:?xr;bjfkaﬂ pertimbangan terhadap kebijakan penyelenggaraan
3 ;dan

3| meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan SPIP
Kementerian Agama,

¢. Wakil Penanggung Jawahb

Wakil Penenggung Jawah bertugas:

) membantu Penanggung  Jawab  dalam menguordinasikan
penyelenggarasan SPIP, baik di lingkungan kerjanya maupun pada
Bator/Kerja/UPT:

2) membantu Penanggung Jawab dalam memberikan pertimbangan
terhadap kebijakan penyelenggaraan SPIP, baik di lingltungan
kerjanya maupun pada Satker/UPT; dan

3) membantu Penanggung Jawab dalam meningkatkan kualitas dan
efektifitas penyelenggaraan SPIP baik dj linglungan kerjanva
mauplun pada Sator/ Kerja/ UPT.

d. Pengendali Mutu

Pengendali Mutu bertugas;

1) membantu Pengarah dan Fenanggung Jawab dalam mengarahkan
dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;

4] membantu Pengarah dan Penangpung Jawab dalam melaksanakan
pengendalian kualitas penyelengzaraan 3PIP;

3) melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP secara berkala
baik tingkat Kementerian maupun tingkat Sator/ Kerja/ UPT: dan

4) memberikan saran terhadap perbaikan atas kelemahan SPIP baik
tingkat Kementerian maupun tingkat Sator/ Kerja/UPT.

e. Ketua

Ketua bertugas:

1} membantu  Penanggung Jawab  dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama;

Z) menyusun kebijakan tentang penyelenggaraan SPIP  pada
Kementerian Agama;

3) menyusun rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian
Kementerian Apama;

4} melakukan identifikasi risiko tingkat Kementerian/strategik/
kebijakan setiap awal periode renstra dan/atau revisi renstra;

J] menetapkan kebijakan pengendalian atas risiko teridentifikasi;

0] menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seharuh
penanggung jawab kebijakan:

7] melakukan pemantauan secara  berkals atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan;

B) melakukan analisis atas laporan penyelenggaraan SPIP Satuan
Kerja/UPT setiap akhir tahun angearan;
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9) menyusun dan melaksanakan serta mengevaluasi rencana tindak
pPeningkatan maturitng SPIP Kementerian Agama berdasarkan hasi]
penilaian BPKP setiap tahun anggaran; dan

I0lmelaporkan hasil penyelenggaraan Spip Kementerian  Agama
kepada Menteri.

- Wakil Ketua

Wakil Ketua bertugas:

) membantu Ketua dalam mengonordinasilian Penyvelenggaraan SPIP
Kementerian Agama:

2) membantu  Ketus  dalam menyusun  kebijakan  tentang
penyelenggaraan SPIP pada Satker/UPT Kementerian Agama:

d) membantu Ketua dalam menyusun rencana aksi atas kelemahan
lingkungan pengendalian Kementeriag Agama:

%) membantu Ketua dalam melakukan ldentifikasi Risiko tingkat

Kementerian / strategik/ kebijakan setiap awal periode renstra;

9} membantu Ketua dalam menetaplkan kebijakan pengendalian atas
Risiko teridentifikasi;

0] membantu  Ketua  dalam menginformasikan  kebijakan
pengendalian kepada ssluruh penanggung jawab kebijakan;

7) membantu Ketua dalam melakukan pemaniauan secara berkala

atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan;

f) membantu  Ketua dalam melakukan analisis atas laporan
penyelenggaraan SPIP Satker/UPT setiap alhir tahun anggaran;

9 membantu Ketua dalam menyusun dan melaksanakan serta
mengevaluasi rencana tindak peningkatan maturitas  SPIP
Kementerian Agama berdasarkan hasil penilaian BPKP setiap
tahun anggaran; dan

10) mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas, apabila Ketug
berhalangan.

. Anggota

Angeota bertugas:

1) melaksanakan kebijakan Satgas SPIP Hemecnlerian Agama di
ingkungan unit kerjanya sccara efektif dan bertanggung jawab:

2) mengoordinasikean penvelenggaraan SPIP di lingkungan kerjanya
masing-masing;

3) memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan SPIP
di lingkungan kerjanya masing-masing; dan

4 memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP Kementerian Agama.

. Pemilik Risiko

Pemilik Risiko bertugas;

) membentuk Satuan Tugas SPIP di lingkungan kerjanya masing-
masing;

2] mengoordinasikan pelaksanasn SPIP dj lingkungan kerjanva
MAasing-masing;

3] memantau dan mengevalussi pelaksanaan SPIP di lingkungan
Kerjanya masing-masing secara berkala;

4) menindaklanjuti hasil evaluasi secara konsisten; dan

a3} melaporkan penyvelenggaraan SPIp kepada Menteri setiap awal
bulan Desember tahun berjalan,

kKoordinator
Koordinator bertugas:
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1) menyusun bahan penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama;

Z) menvusun bahan penyusunan kebijakan tentang penyelenggaraan
SPIP pada Satker/UPT Ke menterian Agama;

3) menvusun  bahan rencana  aksi atas kelernahan lingkungan
pengendalian Kementeran Agama,

4] menyusun bahan Identifikasi Risiko tingkat
Kementerian/sirategilk/ kebijakan setiap awal periode renstra;

) menyusun bahan penetapan kebijakan pengendalian atys Risiko
teridentifikasi;

6] menyusun baban informasi kebijakan pengendalian kepada
scluruh penanggung jawah kebijakan;

7) menyusun bahan pemantausn atas efektifitas pengendalian
telah ditetapkan:

B8] menyusun bahan analisis atas laporan penvelenggaraan SPIP
Satker/UPT setiap akhir tahun an BEaran;

9) menyusun bahan pPelakzanaan dan evaluasi rencana  tindak
peningkatan maturitas SPIP Kementerian Agama berdasarkan hasil
penilaian BPKP setiap tahun angguran; dan

| )menyusun hahan laporan hasil penyelenggaraan SPIP Kementerian
Agama kepada Menteri,

Administrator bertugas:

) menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama;

2} menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang
penyelenggaraan SPIP pada Satker/UPT Kementerian Agama:

3| menyiapkan bahan rencana aks atas kelemahan linpkungan
pengendalian Kementerian Agama:

4] menyiapkan bahsn Identifikasi  Risiko tngkat Kementerian,
strategik/ kebijakan setiap awal penode renstra;

5 menyiapkan bahan penetapan kebijakan penpendalian atas Risiko
tevidentifilasi;

O] menylapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan;

7] menyiapkan bahan pemantauan atas clektifitas pengendalian yang
telah ditetapkan;

8) menyiepkan bahan analisis atas laporan penvelenggaraan SPIP
Satker/UPT setiap akhir tahun Anggaran;

9) menyiapkan bahan pelaksanakan dan evaluasi rencana tindak
peningkatan maturitas SPIP Kementerian Agama berdasarkan hasil
pentlaian BPKP setiap tahun anggaran; dan

l0)menyiapkan bahan laporan hasil penyelengparaan  SPIP
Kementerian Agama kepada Menteri,

. Bekretariat

Sekretariat bertugas:

1} mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelenggaraan
SPIP Kementerian Agama;

2] mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan PENYUSUNED
kebijakan tentang penyelenggaraan SPIP pada Satker/UPT
kementerian Agama; _

3) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi atas
kelemahan lingkungan pengendalian Kementerian Agama:

4) mengumpulkan dan mendolumentasikan bahan identifikasi risiko
tingkat Kementerian /strategik / kebijakan setiap awal periode renstra;

yang
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3 mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penetapan kebijakan
pengendalian atas risilio teridentifileasi;

8) mengumpulican dan mendokumentasikan bahan informasi kebijakan
pPengendalian kepada seluruh penangpung jawab kebijakan:

7) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan atas
efektifitas pengendalian vang telah ditetaplan:

8] mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan analisis ams laporan
penyelenggaraan SPIP Satker/UPT setiap akhir tahun anggaran;

9 mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pelalsanakan dan
evaluasi rencana tindak peningkatan maturitas SPIP Kementerian
Agama berdasarkan hasi] penilaian BPKP setiap tahun anggaran; dan

IOmengumpulican dan mendokumentasikan bahan laporan hasil
penvelenggaraan SPIP Kementerian Agama kepada Menteri,

B. Satuan Tugas SPIP pada Satker/UPT
L. Satuan Tugas SPIP pada Unit E<elon | Pusat

Satuan Tugas SPIP pada Unit Fselon | Pusat ditetapkan dengan

Keputusan Sekrelaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal
dan Kepala Badan.

e Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP pada Unit Esclon I Pusat terdiri

dari:

1) Penanggung Jawab adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur
Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan;

4) Ketua merangkap Angpota adalah Kepala Biro Organisasi dan Tats
Laksana pada Sekretariat Jenderal, serts Sekretaris pada
Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan;

3) Anggota adalah seluruh Pejabat Eselon I pada Sekretarat
Jenderal, Inspelktorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan;

4) Unit Pemilik Risiko adalah scluruh Unit Eselon 11 pada Sekretariat
Jenderal, Inspeltorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan;

9) Pemilik Risiko adalah Pimpinan pada Unit Esclon 1II pada
Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal,
dan Badan;

) Koordinator adalah Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi dan
Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan Biro Organisasi dan Tata
Laksana pade Sekretariat Jenderal, Kepala Bagian Perencanaan,
Organisasi, dan Kepegawaian pada Inspektorat Jenderal, dan
Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum pada
Direktorat Jenderal, dan Badan; ‘

7) Administrator adalsh Kepala Sub Bagian Penyelesaian
Administrasi Hasil Pengawasan Internal pada Sekretariat Jenderal
dan Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada
Inspektorat Jenderal, Direltorat Jenderal, dan Badan: dan :

8) Sclkretarial adalah Pejabat/Pelaksana pada Bagian Evaluasi Kinerja
Organisasi dan Faslitasi Penyelesaian  Hasil Pengawssan pada
Sekretatial Jenderal den Pelaksana pada Sub Bagian Organisasi dan

Tala Laksana pada Inspelttorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan
Baclan.
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b. Tugas

L}

2|

3

4}

Penanggung Jawab

Penanggung Jawab bertugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP

pada Unit Eselon [ terkait sesuaj dengan tujuan, kebijakan, dan

rencana tindak yang telah disusun.

Ketua

Ketua bertugas:

8) membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP Unit Eselon [ terkait:

b] melakukan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

e} membuat rencana aksi  atas  kelemahan lingkungan
pengendalian Unit Eselon | terkait;

d) melakukan Identifikasi Risiko tingkat program pada setiap awal
periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan sctiap awal tahun
anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

el menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;

[} menginformasikan kebijakan pengendalian kepada  seluruh
penanggung jawab kebijakan / kegiatan;

g) melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengen-
dalian yang telah ditetapkan; dan

h) melaporkan hasil penyelengparasn SPIP pada Unit Eselon |
terkail kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal c.q. Kepala
Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu
pertama bulan Desember tahun berjalan,

Anggota

Anggota bertugas:

a) melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada tingkat eselon II, II1,
dan IV di lingkungan unit kerjanya masing-masing secara
efektif dan bertanggung jawab;

b} mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP pada tingkat eselon 11,
1, dan IV di lingkungan unit kerjanya masing-masing;

¢} memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan
SPIP di lingkungan unit kerjanya masing-masing; dan

d) memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP Unit Eselon I terkait.

Pemulik Risiko

Pemilik Risiko bertugas:

a) memastikan penyelenggaraan SPIP pada tingkat eselon [, 111,
dan IV di lingkungan unit kerjanya telah dilaksanakan sesuai
dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku; .

b) melaksanakan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan pada unit
Eselon 1I, 11, dan [V di lingkungan unit kerjanva setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA);

c)] menetapkan kebijakan penpgendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat kegiatan pada unit Eselon I, I1l, dan IV di lingkungan
unit kerjanya;

d) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada EElllT'L.it!
penanggung jawab kegiatan pada unit Eselon H, I, dan TV di
lingkungan unit kerjanya;
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¢} melakukan pemantayan secara berkala  atas
Pengendalian vang telah ditetapkan: dan
[l melaporkan hasil penyelenggarsan SPIP pada pada unit Eselon

M, I, dan 1V di lingkungan unit kerjanya kepada Ketua seeara
penodilk,

efektifitas

Koordinator
Koordinator bertugas:

4] menyusun bahan penyelenggaraan SPIP Unit Eselon | terleait;

b] menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

¢) menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian pada Unit Eselon | terkait;

d) menyusun bahan Identifikasi Kisiko tingkat program pada
seliap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

€} menyusun bahan kehijakan pengendalian  atas  Risiko
teridentifikasi baik tingkat Prograin maupun tingkat Xegmatan:
menyusun bahan informasi kehijakan pengendalian kepada
selurub penanggung jawab kebijakan /kepiatan;

E) menyusun bahan pemantauan secara berkala atas cfektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan: dan

b} menyusun bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Unit
Eselon ] terkait.

Administrator

Administrator bertugas:

a] menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP Unit Eselon | terkait:

b} menylapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

¢} menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian pada Unit Eselon | terkait;

d} menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

t] menyiapkan ‘bahan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;

) menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan /kegiatan:

gl menyiapkan bahan pemantanan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

h) menyiapkan bahan laperan penyelenggaraan SPIP pada Unit
Esclon | terkait.

Sekretariat

Sekretariat bertugas:

d) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelenpgga-
raan SPIP Unit Eselon 1 terkait:

bl mengumpulkan dan mendokumentasilan bahan evalussi dan
analisis terhadap linglungan pengendalian:

¢ mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi

atas kelemahan lingkungan pengendalian pada Unit Eselon |
Pusat terkait;
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d) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan Identifikasi
Risiko tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan
Risiko tingkat kegiatan sctap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIFA tahun berjalan);

c) mengumpulkan dan mendokumentasikan  bhahan kebijalan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi baile tingkat program
maupun tingkat kegiatan;

i mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan  informasi
kebijjakan pengendalian kepada seluruh penangsung jawahb
kebijakan [ kegiatan;

g) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan
secara berkala atas efektifitas pengendalian  vang telah
ditetapkan; dan

h} mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan laporan
penyelenggaraan SPIP pada Unit Eselon I terkait,

2. Satuan Tugas SPIP pada Perguruan Tinggl Keagamaan Negeri
Satuan Tugas SPIP pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)
ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Ketua,
g. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP pada PTKN terdiri dari:
1) Penanggung Jawab adalah Rektor pada UIN/IAIN/THDN/1AHN dan
Ketua pada STAIN/STAKN /STAKaTN /STABN /STAHN;
<) Ketua merangkap Angpota adalah kepala Biro pada UIN/IAIN/
IHDN/IAHN dan Kepala Bagian Administrasi pada STAIN/STAKN/
STAKaATN/STABN/STAHN;

3] Wakil Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Satuan Pengawas
Internal;

4) Anggota adalah:
a] Wakil Rektor pada UIN/IAIN |/ THDN/ IAHN;
b) Wakil Ketua pada STAIN/STAKN /STAKaTN/STABN/STAHN:
¢} Direktur Pasca Sarjana;
d) Dekan Fakultas pada UIN/IAIN/THDN /IAHN:

e} Ketua Jurusan pada STAIN/STAKN /STAKaTN; STABN/STAHN:
dan

fi Kepala Pusat

o) UPR adalah seluruh Biro/Bagian/Fakultas/Jurusan fPusat i
lingkungan PTEN;

B) Pemilik Risiko adalah Kepala Biro/Bagian/Dekan Fakultas/Ketua
Jurusan/ Kepala Pusat di lingkungan PTKN:

7) Koordinator adalah Kepala Bagian/Sub Bagian yang membidang
organisasi dan tata laksana dan/atau pengendalian intern;

8] Administrater adalah  Pejsbat/pelaksana pada unit kerja vang
membidangi orgenisasi dan tata laksana dan/atau pengendalian
intern; dan

9) Sekretariat adalah Pejabat/Pelaksana pada Bagian,/Sub Bagian vang
membidangi organisasi dan tatn laksana dan/atau pengendalian
intern.

b. Tugas

1) Penanggung Jawah
Penanggung Jawab bertugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP
pada PTEN terkair,

2} Ketua



3|

4

a)

- 16 -

Ketua bertupas:

a) membantu Penanggung Jawab  dalam mengoordinasikan
penyelenpggaraan SPIP pada PTKN terkait;

b} melakukan cvaluasi dan  analisis terhadap
pengendalian;

¢) membuat rencana aksi atas kelemahan lin ndalian;

d) melakukan identifikasi Risika tingkat pr;ﬂ;ﬂnﬂaﬁ ﬁitia.p awal
periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun
angezaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

¢} menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifileasi
baik tingkat program maupun kegiatan:
menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab program/kegiatan;

gl melakukan pemantauan secara  berkala atas  efektifitas
pengendalian yang telah ditetaplkan; dan

h) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada PTEN terkait

kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro

Organigasi dan Tata Laksana paling lambat mingga pertama

bulan Desember tabun berjalan.

Wakil Ketua

Wakil Ketua bertugas:

a) membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyelenggaraan
SPIP pada PTKN terkait;

b) membantu Ketua dalam menyusun rencana aksi atas
kelemahan lingkungan pengendalian pada PTKN terkait;

¢} membantu Ketua dalam melakukan Identifikasi Risiko tingkat
program sctiap awal periode renstra dan tingkat program setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

d] membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan pengendalian
atas Risiko feridentifikasi baik tingkat program maupun
kegiatan;

€] membantu Ketua dalam menginformasikan kebijalean
pengendalian kepada seluruh penangEung jawab
kebnjakan/ kegatan;
membantu Ketua dalam melakulean pemantauan secara berkala
atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan;

g) membantu Ketua dalam melaporkan hasil penyelenggaraan
SP1P; dan

h) mewakili Ketua dalam melaksanakan tagas, apabila ketua
berhalangan.

Angpgota

Anggota berbugas:

a) melaksanakan kebjakan Satgas SPIP pada PTKN terkait secara
efektif dan bertanggung jawab;

b) mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya
masing-masing,

¢) membenkan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan
SP?; dan

d) memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP,

Pemilik Risiko
Pemilik Risiko bertugas:

lingkungan
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b

c)
d)
c)
f

gl
h}

L

memastikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya masing-
masing telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan
prosedur yang berlaku;
melaksanakan Identifikasi Risiko tingkat program pada setiap
awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menctapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat kegiatan di unit kerjanys masing-masing:
menginformasikan kebijakan pengendalban kepada se
penanggung jawab kegiatan;

melakukan pemantavan secara berkala  atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan;

melaporkan hasil penvelengparaan SPIP pada unit Kerjanya
masing-masing;

melakukan  pemantauan secara  berkala  atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan: dan

melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanva
masing-masing kepada Ketua secara periodik.

luruh

Koordinator
Koordinator bertugas:

&)
bj

c)

d)

hj

menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada PTKN terkait;
menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap linglungan
pengendalian;

menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian;

menyusun bahen Identifikasi Risike tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal lahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menyusun  bahan kebijakan pengendalian  atas  Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
menyusun bahan informasi kebijekan pengendalian kepada
seluruh penangzung jawab kebijakan [ kegiatan;

menyusun bahan pemantavan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

menyusun bshan laporan penyelenggarsan SPIP pada PTEN
terkait.

Admimistrator
Administrator bertupas:

i)
b)

¢
d)

&)
g

gl

menyepkan bahan penyelenggaraan SPIP pada PTKN terkait:
menylapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

menyiapkan hahan rencana aksi atas kelemahan lingkunpgan
pengendalian Kementerian Agama;

menyiapkan bahan Identifikas] Risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menyiapkan bahan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penangzung jawab kebijakan (kegiatan; _
menyiapkan bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan
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h) menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada PTKN

terkait.

8] Sektetariat
Sekretariat bertugas:

a) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelengga-
raan SPIF pada PTKN terkait:
b) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisis terhadap lingkungan pengendalian;

¢)] mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencans alsi
atas kelemahan lingkungan pengendalian Kementerian Agama;

d) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan Identifikasi
Risiko tingkat program pada setiap swal periode renstra, dan
Eisiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran lsetelah
menerima DIPA tahun berjalan):

e} mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan kebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program
maupun tingkat kegiatan:

i mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan  informasi
kebijakan pengendalisn kepada  seluruh penanggung  jawab
kebijakan [ kegiatan:

g mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauvan
secara berkala atas efektifitas pengendalian yvang telah ditetapkan;
dan

h] mengumpulkan dan  mendokumentasikan  bahan laparan
penyclenpgaraan SPIP pada PTKN terkait.

3. Satuan Tugas SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Satuan Tugas SPIP pada Kantor Wilavah Kementerian Agama Provinsi

[Ranwil) ditetapkan dengan Keputusan Repala Kantor Wilayah
kementerian Apama Provinsi.

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP pads Kanwil terdiri dari:

1} Penanggung Jawab adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi:

2} Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Bagian Tata Usaha;

3 Anggota adalah  Kepala Bidang dan  Kepala Pembimbing
Masyarakat Agama:

4] UPR adalah seluruh unit eselon I11;

9} Pemilik Risiko adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang
dan Kepala Pembimbing Masyarakat Agama;

6] Koordinator adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi
organisasi dan tata laksana dan/&tau pengendalian intern:

7] Administrator adalah Pelaksana vang membidangi organisasi dan
tata laksana dan/atau pengendalian intern: dan

8] Sekretariat adalah Pejabat/Pelaksana pada Bagian/Sub Bagian
yang membidangi organisasi dan tata laksana danjatau
pengendalian intern atau yang ditunjul,

b. Tugas
1) Penanggung Jawab

Penanggung Jawab bertugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP
pada Kanwil terkait.

2] Ketua
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Ketua bertugas:

a) membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP Kanwil terkait;

b) melakukan evaluasi  dan analisis  terhadap lingkungan
pengendalian;

c] membuat rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;

d) melakukan Identifikasi Risiko tingkat program pada setiap awal
periode renstra, dan Risiko lingkat kegiatan setiap awal tahun
angearan (setelah menerima DIPA tahun berjalan];

¢l menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifileasi
baik tingkat program maupun kegiatan;

[} menginformasilan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab program/kegiatan:

gl melakukan pemantauan secara berkala atas elcktifitas
pengendalian vang telah ditetapkan: dan

h) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait
kepada Menteri melalui Selretariat Jenderal ¢.q. Kepala Biro
Organisas: dan Tata Laksana paling lambat minggu pertama
bulan Desember tahun berjalan.

Anggota

Anggota bertugas:

a) melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada Kanwil terleair
secara efektif dan bertanggung jawab:

b) mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di  wnit kerjanya
masing-masing;

¢ memberikan informasi kepada Ketua terkait penvelengoaraarn
SPIF; dan

d) memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam getiap
pelaksanaan SPIP.

Permilik Risiko

Pemilik Risiko bertugas:

a] memastikan penyelenggaraan SPIP di upit kerjanya masing-masing
telah dilaksanakan sesual dengan kebijakan dan prosedur yang
berlaku;

b) melaksanakan hasil Identifikasi Risiko tingkat program pada setiap
awal periode renstra, dan Identifilasi Risiko tingkat kegiatan di
unit kerjanys masing-masing setiap awal tahun anggaran [setelah
menerima DIPA); :

¢| menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat program dan kegistan di unit kerjanya masing-masing;

d) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada  seluruh
penangpung jJawab lkegintan;

e} melalukan pemantauan  secara  berkala atas efektdifitas
pengendalian vang telah ditetapkan; _
melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanva
masing-masing; _

g) melakukan pemantacan  secara  berkala atas  efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan _

h) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit keranya
masing-masing kepada Ketua secara periodik,

Koordinator

Koordinalor bertugas:

a] menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait;
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d]

e)
f)
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menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian;

menyusun bahan ldentifikasi Risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risiks tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
meoyusun - bahan  kebjjakan  pengendalian  atas  Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan:
menyusun bahan informasi kebjjakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan:

menyusun bahan pemantauvan secara berkals atas ciektifitas
pengendalian yang telah ditetaplkan: dan

menyusun bahan laporan penyelenggaraan SEIP pada Kanwil
lerkait.

Administrator
Administrator bertugas:

a)
b

c)

d)

h)

menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait:
menylapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian:

menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian Kementerian Agama;

menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risiko ringkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menyiapkan bahan  kebijakan pengendalian  atas Risiko
teridentifikasi bail tingkat program maupun tingkat kegiatan;
menylapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
scluruh penanggung jawab kebijakan/ kegiatan;

menylapkan bahan pemarntauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan: dan

menyiapkan bahan laporan penvelengsaraan SPIP pada Kanwil
terkait,

Sekretariat
Sekretariat bertugas:

a)
b)
o}

d)

mengumpulkan dan mendokumentasiken bahan penyelenggaraan
SPIP pada Kanwil terkait;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluas: dan
analisis terhadap lingkungan pengendalian: .
mengumpulikan dan mendokumentasikan bahan rencana akst atas
kelemahan lingbungan pengendalian Kanwil terkait;
mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan Identifikasi Risiko
tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan Risiko
tngkat kegiatan setap awal tahun anpgaran (setelah menerima
DIPA tahun berjalan):

mengumpulkan  dan  mendokumentasikan  bahan  kebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program mau-
pun tingkat kegpatan; . _
mengumpulkan  dan  mendokumentasikan  bahan  informasi
kebijjakan pengendalian  kepada seluruh  penanggung  jawab
kebijakan/ kegiatan;



a1 -

8 mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan
secara berkala atas efektifitas

o pengendalian yang telah ditetapkan;

h) mengumpulkan dan  mendokumentasikan bahan laporan
penyeienggaraan SPIP pada Kanwil terkait,

4. Satuan Tugas SPIP pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Satuan Tugas BPI_P pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kaota
:Kankemernug} ditetapkan  dengan  Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten /Kota,
a. Struktur Organisasi

Struktur  organisasi Satuan Tugas SFIP pada

Kebupaten/ Kota terdiri dari:

1} Penanggung Jawab adalah Kepala Kantor Kernenterian
Kabupaten/EKota:

2) Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

3] Anggota adalah Kepala Scksi, Kepala Penyelenggara dan Kepala
KUA Kecamatan;

4} UPR adalah seluruh unit eselon IV dan KUA Kecamatan:

2] Pemilik Risiko adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Selsi
dan Kepala Penyelenggara serta Kepala KUA Kecamatan;

6] Koordinator adalah Pelaksana yang membidangi organisasi dan
tata laksana dan/atau pengendalian intern: dan

7) Sekretariat adalah para Pelaksana vang membidangl organisasi

dan tata laksana danfatau pengendalian intern atau yang
dittinjule.

Kankemenag

Agama

b. Tugas
1] Penangeung Jawab
Penanggung Jawab bertugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP
pada Kankemenag Kabupaten /Kota terkait.
2} Kerua
Ketua bertupgas:
a) membantu  Penanggung Jawab  dalam  mengpordinasikan
penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag Kabupaten Kota terkait,
b} melakukan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendahan;
c) membuat rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;
d) melakukan Identifikasi Risiko tingkat kegatan sctiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
€] menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko tenidentifikasi
tingkat kegiatan;
menginformasikan  kebijakan pengendsalian  kepada  selurah
penangmung jawab kegiatan;
gl melakukan pemantauan secara berkala  atas  cfcktifitas
pengendalian yang telah ditetapkarn; dan
h) melaporkan hasil penyelengparaan SPIP pada Kankemenag
Kab/Kota terkait kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal
c.g. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat
mingpu pertama bulan Desember tabun berjalan
3] Anggota
Anggota bertugas:
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a) melaksanakan kebijakan Satgas SPIP padas Kankemenag
Kabupaten /Kota terkait secara efeletif dan bertanggung jawab:

(1] mengﬂ{:rﬂinasikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya
MAasng-masing;

¢} memberikan informasi kepada ketua lerkait penyvelenggaraan
SPIP; dan

d) memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelakzanaan SPIP.

Pemilik Risiko

Pernilik Risiko bertugas:

a) memastikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanva masing-
masing felah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan
prosedur vang berlaku;

b) melaksanakan Identifikasi Risiko tingkat keglatan di unit
Kerjanya masing-masing setiap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIPA);

¢} menetapkan kebijakan pengendalian alas Risiko teridentifikasi
Lingkal kegiatan di unit kerjanya masing-masing;

d] menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanpgung jawab kegiatan,

¢) melakukan pemantauan secara berkala atas efeltifitas
pengendalian yang telah ditctapkan; dan

) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanyva
masing-masing kepada Ketua secara periodik.

Koordinator

Roordinator bertugas;

a) menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag
Kabupaten/ Kota terlat;

b) menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

¢) menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan linglungan
pengendaban;

d} menyusun bahan ldentifikasi Risiko tingkat kegiatan sebap awal
trhun anggaran (setelah menerima DIPA taban berjalany);

e} menyusun  bahan  kebijakan pengendalian atas  Risike
teriderntifikasi tingkat kegiatan,
menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
sclunih penanggung jawab kebijakan fkegiatan;

g| menyusun bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

h] menyusun bahan  laporan  penyelenggarman SPIP pada
Kankemenag Kabupaten/Kota terkait.

Administrator

Administrator bertugas:

a) menyiapkan bahan penyelenggarsan SPIP pada kankemenag
Kabupaten/Kota terkait;

b} menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

¢) menyviapkan bahan rencana aksi atas kelemahan linglungan
pengendalian pada Kankemenag Kabupaten [Kotag _

d) menyigpkan bahan Identifikasi Risiko tingkal kegiatan schap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
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el menyiapkan bahan kebijakan pengendslian atas  Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan:

fj menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
scluruh penanggung jawab kebijakan kegiatan;

g menyiapkan bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian vang telah ditetapkan: dan

h) menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SpIP pada
Kankemenag Kabupaten [Kota terkait,

Sekretariat

Sekretariat bermugas:

a) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelengpa-
raan SPIF pada Kankemenag Kabupaten /Kola terkait;

b) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisis terhadap linglungan pengendalian:

¢} mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana ak=; atas
kelemahan lingkungan pengendalian Kankemenag
Kabupaten/ Kota;

d} mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan ldentifikasi
Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIPA tahun berjalan);

e} mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan kebijakan
pengendalian atas Risiko tendentifikasi tingkat kegintan;

f| mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan informasi
kebijjalkan pengendalian  kepads seluruh  penanggung  jawab
kebijakan / kegiatan;

g mengumpulkan dan mendokuwmentasikan bahan pemantauan se-
cara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan;
dan

h} mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan laporan
penyclenggaraan SPIP pada Kankermenag Kabupaten /Kota terkait.

2, Satuan Tugas SPIP pada UPT (Balai/Asrama Haji)
Satuan Tugas SPIP pada BalaifAsrama Haji ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Balai/fAsrama Haji.
a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP pada Balai/Asrama Haiji
terdiri dari:

1)

Penanggung .Jawab adalah Kepala Balai/Asrama Haj;

2) Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

3) Anggota adalah para Kepala Selesi;

4 Unit Pemilik Risiko adalah scluruh unit eselon 1V,

5] Pemilik Risiko adaiah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala
Selesi;

6} Koordinator adalah Pelaksana yang membidangi organisasi dan
tata laksana dan/atau pengendalian intern; dan

7] Sekretariat adalah para Pelaksana yang membidangi organisasi
dan tata laksana dan/atau pengendalian intern atau yang
ditunjule.

b, Tugas

1)

Penangpung Jawab

Penanggung Jawab bertugas mengarahkan penyelengaraan SPIP
pada Balai/Asramea Haji terkait.
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2] Retua

4

3|

Ketua bertugas:

al membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan  penye-
lenggaraan SPIP pada Balai/Asrama Haji terkadt:

bl melakukan evaluasi dan  analisis terhadap  lingkungan
pengendalian;

c] membuat rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian:

d) melaksanakan hasil Identifikasi Risikn tingkat kegiatan pada
setiap awal periode renstra;

e} melakukan Identifikasi Risiko lingkat kegiatan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan):

f] menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifileasi
baik tingkat program maupun kegiatan:

gl menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab program /kegiatan;

h) melakukan pemantauan secara berkala atas  efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

i) melaporkan hasil penyelenggarsan SPIP pada Balai/Asrama
Haji terkait kepada Menteri melalui Seloetaris Jenderal &4
Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu
pertama bulan Desember tahun berjalan,

Anggota

Anggota bertugas:

8] melaksanakan kebijakan satgas SPIP pada Balai/Asrama Haiji
terkail secara efektil dan bertanggung jawab:

b) mengoordinasikan penvelenggaraan SPIP o unit kerjanya
masing-masing;

¢} memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan
SPIP; dan

d) memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP.

Pemilik Risiko

Pemilik Risiko bertugas:

8] memastikan penyelenggarasn SPIP di unit kerjanya masing-
masing telah dilaksenakan sesuai kebijakan dan prosedur vang
berlalog;

b) melaksanakan [dentifikasi Risike tingkat kegiatan di unit
kerjanys masing-masing setiap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIPAJ;

c] menetapkan kebijjakan pengendalian atas Risike teridentifikasi
tingkat kegiatan di unit kerjanya masing-masing;

d) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kegiatan,

¢) melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan;

) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
Masing-masing;

g} melakukan pemantauan seccara berkala atas efektifitas
pengendalian vang telah ditetapkan; dan

h) melaporkan hasil penvelenggaraan BPIP pada unit kerjanya
masing-masing kepada Ketua secara periodik.

Koordinator

Koordinator bertugas:
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d)
e)
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h)
i
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menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada Balai/Asrama
Haji terkait;

menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadsa lingku
pengendalian; ; R

menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian;

melaksanakan hasil Identifikasi Risiko tingkat kegiatan pada
setiap awal tahun anggaran (sctelah mencrima DIPA) ;
menyusun bahan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menyusun  bahan  kebijakan pengendalisn  atas  Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
selurubl penanggung jawab kebijakan [ kegiatan;

menyusun bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan: dan

menyusun  bahan laporan  penyelenggaraan SPIP  pada
Balai/ Asrama Haji terkait,

Administrator
Administrator bertupgas:

al
by
c)
d]
e}
0

&l

h

menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP pada Balai/Asrama
Haji terkait;

menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian:

menylapkan bahan rencana aksi atas kelemahan linglungan
pengendalian pada BalaifAsrama Haj;

menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setzlah menerima DIPA tahun berjalan);
menyiapkan bahan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;

menviapkan bahan pemantauan secara berkala atas efeltifitas
pengendalian yvang telah ditetapkan; dan

menyiapkan bahan laporan penyelenggurasn SPIP  pada
Balai f Asrama Haji terkait.

Sekretariat
Sekretariat bertugas:

al
b
cf

d

€

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penvelengga-
raan SPIP pada Balai/ Asrama Haji terkait;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisisi terhadap hingkungan pengendalian;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aks: atas
Kelemahan lingkungan penpendalian pada Balai/ Asrama Haji;
mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan ldentifikasi
Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran ([setelah
menerima DIPA tahun berjalan);

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan kebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program
maupun tingkat kegiatan;
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f}] mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan
kebijakan pengendalian kepada seluruh
kebijakan (kegiatan;

gl mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan
sccars berkala atas efektifitas pengendalian vang telah
ditetapkan; dan

h] mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan
penyelenggaraan SPIP pads Balai/ Asrama Haji terkait.

informasi
penanggung  jawab

laporan

b, Satuan Tugas SPIP pada Madrasah Negeri (MA/MTs)

Satuan Tugas SPIP pada Madrasah Negeri ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Madrasah.,

a. Struktur Organizasi

E‘tn:lktur organisasi Satuan Tugas SPIP pada Madrasah Negeri terdiri

ari:

l) Penanggung Jawab adalah Kepala Madrasah;

2] Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Urusan Tata Usaha;

3) Anggota adalah para Wakil Kepala Madrasah, Kepala Unit
Pelayanan, Pembing Ekstrakurikuler;

4] UPR adalah Urusan Tata Usaha Unit Pelayanan;

5) Pemilik Risiko adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Unit
Pelayanan;

6] Koordinator adalah Pelaksana vang membidangl organisasi dan
tata laksana dan/atau pengendalian intern dan/atau vang
ditunjuk; dan

7) Schretariat adalah para Pelaksana yang membidangi organisasi
dan lata laksana danjatau pengendalian intern atau yang
ditunjuk.

bB. Tugas
1] Penanggung Jawab

Penanggung Jawab bertugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP
pada Madrasah Negeri terkait

2) Ketua

Kerua bertugas:

a] membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP pada Madrasah Negeri terkait;

b melakukan evaluasi dan  analisis  terhadap linghungan
pengendalian;

¢} membuat rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;

d] melakukan ldentifikasi Risiko tingkat kegiatan sectiap awal
tehun anggaran (setelah menerima DIPA wwhun berjalan):

€) menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
baik tingkat program maupun kegiatan;

I menginformasikan kehijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab program/ kegiatan;

g) melpkukan pemantavan secara  berkala atas clektifitas
pengendalian yang welah ditetapkan; dan

h) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada Madrasah Negeri
terkait kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal c.q. Kepala
Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu
pertama bulan’ Desember tahun berjalan.
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3] Anggota

1]

3)

o)

Anggota bertugas:

a) melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada Madrasah Negeri
terkait secara efekeifl dan bertanpgung jawab;

b) mengoordinasikan penvelenggaraan SPIP di  unit kerjanya

masing-masing;

¢} memberikan informasi kepada ketua terkait penyelenggaraan
SPIP; dan

d] memberikan saran dan masukan kepada Ketus dalam setiap

pelaksanaan SPIP.

Pemilik Risiko

Pemilik Risiko bertugas;

a] memastikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanva masing-

masing telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan prosedur yang
berlaku;

b] melaksanakan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan di unit
kerjanya masing-masing setinp awal tahun angparan (setelah
menerima DIPA);

¢) menctapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat Kegiatan di unii kerjanya masing-masing;

d) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kegiatan;

e| melakukan pemanimuan secara berkala atas  efektifitas
pengendaban yang telah ditetapkan;

f) melaporkan hasil penvelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
MAasing-masing,

gl melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian vang telah ditetapkan; dan

h) melaporken hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
masing-masing kepada Ketua secara periodik.

Koordinator

Koordinator bertugas:

a) menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada Madrasah Negeri
terkait;

b} menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap hngkungan
pengendalian;

c}] menyusun bahan rencana aksi atas keclemahan lingkungan
pengendalian;

d) menvusun bahan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan scuap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

¢} menyusun bahan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;

fj menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penangpung jawab kebijakan/kegiatan,

gl menyusun bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendslian yang telah ditetapkan; dan

h} menyusun bshan laporan penyelenggaraan SPIP  pada
Madrasah Negeri terkait,

Admunistrator

Administrator bertugas:

a] menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP pada Madrasah
Negeri terkait;
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menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalion;

menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian pada Madrasah Negeri terkait;

menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berdjalan);
menylapkan bahan  lebjjakan pengendalian  atas  Risiko
teridentifileasi baik tingkat program maupun tinglkat kegiatan; -
menyiepkan bahan informasi kebijakan pengendalian  kepada
selurub penanggung jawab kebijakan/keglatan;

menyiapkan bahan pemantauan secara berkala atas efeltifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

menyiapkan bahan laporan penyelenggarnan SPIP pada Madrasah
Negeri terkait.

Sekretariat
Sekretariat bertugas:

&)
bj

c)

d)

b

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penvelengea-
raan SPIP pada Madrasah terkait;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisis terhadap lingkungan pengendalian;

mengumptlkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi
atas kelemaban lingkungan pengendalian pada Madrasah
Megeri terkait;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan ldentifikasi
Risiko tingkat kegatan settap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIPA tahun berjalan);

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan kebijakan
pengendalian atas Risiko teridenufikasi tingkat kegiatan;
mengumpulkan  dan  mendokumentasikan  bahan  informasi
kebijakan pengendalisn  kepada  seluruh  penanggung  jawab
kebijakan /kegiatan;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantanan
secara berlala atas efektifitas pengendalian vang telah ditetaplean;
dan

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan laporan penye-
lenggaraan SPIP pada Madrasah Negeri terkait.
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BAL III
MERANISME PENERAPAN SPIP

A. Penerapan Unsur Lingkungan Penpendalian

1. Sub Unsur Lingkungan Pengendalian
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Penpendalian Intern Pemerintah, menyvatakan bahwa
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara
Iingkungan pengendalian yang menimbulkan perilakou positif dan
kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingKungan
kerjanya, melalui:

penegakan integritas dan nilai etika;

komitmen terhadap kompetensi:

kepemimpinan yang kondusif;

pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab vang tepat;
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan sumber daya manusia;

B perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektf;
dan

h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

el L T~

Satker/UPT harus memastikan bahwa unsur-unsur lingkungan
pengendalian  telah  dirumuskan dan  diimplementasikan  demi

terwujudnya SPIP vang efektif.
1} Sub Unsur Lingkungan Pengendalian

a] Penegakan Integritas dan Etika

Penegakan integritas dan nilai  etika sekurang-kurangnyva
dilakukan dengan:

(1) menyusun dan menerapkan aturan perilalu;

(2) membenkan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada
setiap Satker, UPT;

(3) menegakkan tindakan disiplin vang tepat atas penyimpangan
terhadap kehijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap
aturan perilalou;

|4) menjelaskan dan mempertanpggungjawabkan adanva intervensi
atau pengabaian pengendalian intern; dan

[5) menghapus kebijakan atau penugasan yvang dapat mendorong
perilaku tidak enis.

k] Komitmen terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnye dilakukan

dengan:

(1] mengidentifikasi dan menetapkan kegiaton yang dibutuhkan
untuk menyelesaukan tugas dan fungsi pada masing-masing
posisi dalam Satker/UPT: ) )

(2} menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi
pada masing-masing posisi Satker/UPT;

(3] menyelenggarakan pelatihan dan pemlbimbingan untuk meml:-anrm
pegawai mempertashankan dan meningkatkan kompetensi pelerja-
annya; dan
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%) memilih pmpinan  Satker/UPT wyang memiliki kemampuan
manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan
Satleer [LUPT.

Kepemimpinan yvang Kondusil

Kepemimpinan yang kendusil sekurang-kurangnya ditunjukkan

dengan:

(1] mempertimbangkan Risiko dalam pengambilan keputusan;

[E',| menerﬂpksm m ELI'lELjEI'm:n. berbasgis kinﬂrja;

(3} mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP,

(4 melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan
vang tidak sah;

(3] melakukan interaks! secara intensilf dengan pejabat pada
tingleatan yang lebih rendah; dan

(6) merespon sccara positif terhadap pelaporan yang berkaitan
dengan keuangan, penganggaran, program, dan Kegiatan

Struktur Organisasi yvang Sesual Kebutuhan

Pembentukan strulttur organizasi vang sesuai dengan keburchan

sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

(1] menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegialan Satker/ UPT;

(2] memberikan kejelasan wewenang dan langgung jawab dalam
Satker/UPT;

(3) memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern
Satker/UPT;

(4) melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap
struktur prgamsasi schubunpan dengan perubahan lingkungan
stralegis; dan

(5} menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk
posisi pimpinan.

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

sekurang-kurangnva dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut: _

(1) wewenang diberikan kepada pepawai yang tepat sesuai dengan
lingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan
Satker/UPT;

(2) pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa WeWEnang
dan tanggung jawah yang diberikan terkait dengan pihak lain
Satker/UPT yang bersanghkutan; dan

(3) pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan
wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

Kebijakan yang Schat tentang Pembinaan SDM )

Penyusunen dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinasn

sumber daya manusis dilaksanakan dengan memperhatikan

sekurang-kurangnye hel-hal sebagai berikut: .

(1) penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampail
dengan pemberhentian pegawai; _

(2] penelusuran latar belakang calon pegawal dalam proses
rekrutmen; i

(3} supervisi periodik yang memadai terhadap pegawal;

(4) kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia: _
(a) 1mpa:aitas_.'kampa:tcnﬂi, dan integritas Sumber Daya Manusia

dan pengembangannya harus ditetapkan.
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{b) program pengembangan di bidang SPIP minimal berisi:
- Program indulsi;
- Program pelatihan; dan
- Program pendidikan dan sertifikasi,

(3] Satker{UPT harus memastikan adanya anggaran yang memadai
untuk melaksanakan huruf a dan b di atas agar kompentesi
SPIP yvang ada di dalam Satker/UPT selalu sesuai dengan
tuntutan peckenaan dan profesionalisme;

(6) SPIP diperkenallean kepada seluruh jajaran Satker/UPT, sejak
hari pertame mercka bergabung dan secars terus menerus
dikomunikasilcan;

(¥} sumber daya vang perlu disiapkan untuk SPIP adalah;

{a) pimpinan dan SDM dengan tugas dan tangsung jawab

khusus terkait dengan fungsi ini dan memiliki keahlian yang
‘Beaal;

(b) program dan anggaran pelatthan setdap tahun;

[c) sistem informasi khusus (termasuk untuk database dan
whistleblowing, dan

(d) anggaran dana yang dialokasikan untuk proses SPIP.
gl Pcran APIP yang Efekti{

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah vang

efektf selurang-kurangnva harus:

(1} memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
ehisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penvelenggaraan tugas
dan fungsi Satker/UPT;

(4] memberikan peringatan dini dan meningkatkan efekiivitas SPIP
dalam penyelenggaraan tuges dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

{3} memelihara  dan  meningkatkan  kualitas  tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Satker/ UPT.

h) Hubungan Kerja yang Baik

Hubungan kerja vang baik dengan Instansi Pemerintah

diwujudkan dengan adanva mekanisme saling uji  antar

satker/ UPT dengan Instans Pemerintah terkait.

2. Evaluasi Lingkungan Penpgendalian

Pinpnan Satker/UPT wajib melakukan evaluasi terhadap lingkungan
pengendalian yang meliput & (delapan) komponen tersebut.
a. Tujuan
1} untuk mengetahui tingkat keandalan dan kelemahan lingkungan
pengendalian; dan
2] untuk memberikan masukan dan informasi kepada pimpinan
sebagal dasar menyusun rencana tindak penguatan lingkungan
pengendalian;

b, Mekanisme evaluas:

1} evaluasi lingkungan penpendahan dilakulan melahi  pengisian
kuesioner terksit 8 sub unsur linglungan pengendalian oleh seluruh
pojabat/ pegawai pada masing-masing Sathker/UPT secara berkala;

2) apabila angka 1 tidak memungkinkan, maka pengisian kuesioner
dilakukan secara sampel dengan mempertimbangkan tngkat
representasi baik dar pejabat struktural dan pejabat fungsional



.30

serta pelaksana pada Satker/UPT;

pelaksanaan evaluasi dapat d:Lal:ukan secara manual maupun
secara elekironik;

pengisian kuesioner harus dilakukan sesuai kondisi sebenarnyva
dan bukan rekayasa [dikondisikan);

hasil evaluasi lingkungan pengendalian akean menghasilkan 4

(empat] kriteria kondisi, yaitu:

a#) Memadai;

b] Cukup Memadai;

¢) Kurang memadai; dan

d] Tidak memada:.

6} lingkungan pengendalian dinvatakan baik apabila  seluruh
komponen memperoleh hasil minimal cukup memadai (=3) dan

dinyatakan kurang baik apabila evaluasi memperoleh hasil kurang

memadai (<3);

melakukan pemetaan terhadap setiap instrumen yang masih

memperoleh nilai <3 (kurang/tidak memadai) sebapai bahan

penylsunan rencana tindak penguatan lingkunpan pengendalian;

B) setiap rencana tindak pada masing-masing komponen harus
memuat waktu pelaksansaan dan penanggung jawab;

9 pelaksanaan rencana tindak harus dimonitor secara berkala oleh
Satuan Tugas SPIP masing-masing Satker/UPT:

10) evaluasi lingkungan pengendalian dilakukan secara berkala,
setelah  seluruh  rencana  tindak penguatan pengendalian
dilaksanakan seccara honsisten, dengan tujuan untuk melihat
perkembangan keandalan lingkungan pengendalian secara
periodik; dan

11) pelaksanasn  evaluasi lingkungan pengendalian  menggunakan

nstrumen / kuesioner sebagrimana pada lampiran 1.

=

)

7)

B. Penerapan Unsur Penilaian Risiko

Berdasarkan Pasal 13 avat (1) Peraturan Pemerintah Nemor 60 Tabun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa
pimpinan instansi pemerintgh wapb  melakukan penilaian Hisiko. Unsur
penilaian Risiko merupakan fokus dari penyelenggaraan SPIP. Kegiatan
penilaian  Risiko dilakukan dengan melaksanakan pengelolaan Risiko.
Penilsian Risike merupakan tanpgung jawab bersama seluruh pihak di
lingeungan Satker/UPT, yaitu Pimpinan, Pejabat, dan Pepawai yang dapat
mempengaruhi  pencapaian  sasaran/tujuan Satker /UPT di  lingkungan
Hementleran Againga,
1. Peran Pimpinan
a. Peran Pejabat/ Pimpinan Satker/UPT dalam penilaian Risike adalah:
1) menetapkan kebijakan dan perencanaan agar pengelolaan Risike
berjalan dengan efisien dan efeletif;
2} menetapkan sasaran-sasaran organisasi balk jangka pendek
mauvpun jangka panjang; _
3) mengembangkan strategi pengelolaan Risiko untuk pencapaian
sasaran; dan

4} membentuk sistem dan mekanisme untuk Whstleblowing yang
mencakup:

a) saluran resmi kepada Satuan Tugas SPIP untuk whistieblowing;
dan

b} perlindungan dan penghargaan bagi Whistleblower.
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b. Penilaian kinerja berbasis Risiko dan penghargaan
1) Basaran, strategi dan indikator serta penilaian kinerja berbasis
Risilko harus dituangkan ke dalam Renstra dan Rencana Kerja
Tahunan (RKT);
2] Penilaian kinerja berbasis Risiko diterapkan terhadap setiap UPR
dan para Pemilik Risiko (risk owners);

3] Penilaian kinerja berbasis Risiko cleh Pejabat Satker/ UPT harus
berdasarkan:

a) laporan profil Risiko setiap UPR,; dan
bj hasil analisis dan rekomendasi dari Satgas SPIP.
4) Aspek-aspek penilaian kinerja berbasis Risiko mencakup:
a) tingkat Risiko setiap UPR;
b) kinerja manajemen Risiko setiap UPR;
c) tingkat kepatuhan; dan
d] kompetensi yang dikembangkan selama periode penilaian,
5} Sistem penghargaan dikembangkan secara adil dan wajar sejalan
dengan kebijakan Satker/UPT,

¢. Good Governance, Sistem Manajemen, dan Reviu/ Audit

Good Governance adalah prinsip, struktur, dan proses vang digunakan
nstansi  pemerintahan  untuk  meningkatkan akuntabilitas  guna
mewujudkan visi dan misinya dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholders lainnya berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai
ctixa. Penerapan 'SPIP di Satker/UPT wvang didukung sistern
manajemen dan audit adalah wujud penerapan Good Governance.
Terhadap pengelola Kisiko pada Unit Pemilik Risiko dilakukan:

1} reviu minimal satu kali dalam seétahun oleh tim vang dibentuk oleh

Ketua Satgas SPIP di Lingkungan Kerjanya, dan

2) audit minimal satu kali dalam tiga tahun oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama.

d. Dokumentasi dan Pengendalian Dokumen
1) Satker/UPT wapb mendokumentasikan keputusan-keputusan
yvang lelah dibuat dan hal-hal yang telah dikerjakan agar dapat
dipelajari dan diperbaiki di waktu yang akan datang; dan
2} Dokumentasi  tersebut  hendaknya  dikendalikan  dengan

menerapkan sistem dokumentasi berdasarkan sistem manajemen
mutu yang ditetapkan.

2. Proses Penilaian Risiko
g. Penetapan Tujuan
1] Tujuan

Penetapan konteks dilakukan untuk tujuan:

a) mengidentifikasi lingkungan dimana penilaian Risiko hendak
diterapkan;

b) mengetahui  dan  menetapkan pihak-pihak  vang  paling
berkepentingan dengan proscs penilaian Risiko dan hasil dari
proscs tersebut;

¢] menetapkan ruang lingkup dan tujuan penilaian Risiko, kondisi
vang membatasi dan hasil yang diharapkan; dan

d) menetapkan berbagai kriteria yang digunakan untuk
menganalisis dan mengevaluasi Risiko.

2} Penanggung Jawab Pelaksanaan o
a) Penanggung jawab pada tingkat Satker /UPT adalah Pimpinan
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Satker/UPT dan Ketua Satuan Tugas, dan

b) Penanggung jawab pada tingkat kegiatan adalah pemilik Risilo
dan penanggung jawsb pada masing-masing kegiatan di unit
terkait,

3] Tahap-tahap pelaksanzan
a) mengidentifikasi sosaran strategis sesuai dengan dokumen
perencanaan [Renstra) tahun berjalan;
b mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkarn
dokumen perencanaan (Renstra) tahun berjalan.
¢} menpgidentifilkasi tujuan kegiatan berdasarkan Term of Reference
(ToR) masing-masing kegatan;
d] menjabarkan ruang lingkup penerapan yang berisi tentang:
(1) ingkat penerapannya: pada tingkat Satker/UFT atau
keglatan;
(2) lingkup penerapannya: program, kegiatan, atau aklvitas
lerten
(3} sasaran dan tujuan penerapan;
(4) sifat keputusan yang dihagilkan;
(3) waktu dan lokasi kegiatan;
(6} kajian pendahuluan yang dibutuhkan;
(7) sumber daya vang dibutuhkan;
(8) peran dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam proses
tersebut; dan
{9) hubungan kegiatan tersebut dengan kegiatan lain yang ada.
e] mengidentifikasi dan menctapkan pihak-pihak, baik internal
maupun eksternal, vang berkepentingan terhadap proses atau
aktivitas SPIP; dan

f) keluaran {Output)
Laporan hasil penetapan tujuan.
b. Identifikasi Risiko
1} Tujuan
Untuk mengidentifikasi seluruh jenis Risiko yang berpotensi mengha-
langi, menurunkan, atau menunda lercapainys sasaran tujuan
Satlkeer/UPT maupun UFPR.
2) Penanggung Jawab Pelaksanaan
Pemilik Risiko pada masing-masing UPR di bawah pengawasan
Ketua Satuan Tugas,
3] Tahap-tahap Pelaksanaan:
a) Risiko Tingkat Organisasi/Kebjakan/Program
(1) melakukan identifikasi Risiko organisasi/kebijakan/ program
berdasarkan sasaran  strategis vang tercantum dalam
dokumen perencanaan (renstra) tahun berjalan;
(2} melakukan identifikasi Indikator Kinerja (TKU) berdasarkan
dokumen perencanaan (Renstra] tahun beralan;
(3] mengidentifikesi Risiko mesing-masing sasaran strategis
dengan memperhatikan rumusan KU yang ada;
(4) Risiko  tingkat  orga nisasi/kebijakan,/program  dapat
dirumuskan dengan negatifl 1KU;
(5) mengidentifikasi sebab dan dampak dari MAasing-masing
Risiko vyang dspat menghalangl, menurunkan, atau
menunda tercapainya sasaran strategis;
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[6) mengklasifikasikan Risiko yang telah diidentifikasi ke dalam
beberapa jenis Risiko, di antaranya;

E:_isii:m strategik/kebijalean  adalah  segala  Risike Yang
disebabkan atau yang timbul karena perubahan kebijakan
linglkeungan kerja pengawasan, seperti perubahan kebijakan,
dan sebagainya, serta kebijakan vang diambil sebagal respon
terhadap hal tersebur:

Risiko [inansial, merupakan segala Risiko Yang
discbabkan oleh kegagalan pihak ketlga dalam memenuhi
kewajibannya terhadap Satker/UPT;

Risiko operasional, merupakan Risike vang disebabkan
eleh kegagalan pada orang, proses, dan sistem di
Satker /UPT, [faktor eksternal, dan Risiko vyang
ditimbulkan olch aspek-aspek legal;

Rislko Kepatuhan, merupakan Risike yang disebabkan
oleh tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakannye peraturan
Eemnd&ng-untlang:m dan ketentuan lain vang berlaku;

an

Risike Fraud, merupakan Risiko yang discbabkan aleh
adanya kecurangan,

(7} mendokumentasikan  proses Identifikasi Risiko dalam
sebuah daftar Risiko dengan mencantumkan para pihak
yang tertibat dalam proses identifikasi dan pendekatan yang
digunakan  serta memperbahana scsuar  dengan
perkembangan terakhir; dan

(8) keluaran (Dutput)

Daftar Risiko organmisasi/kebjjakan/ program.

b) Risiko Tingkat Kegiatan/Operasional

(1) melakukan [dentifikast Risiko kegiatan /operasional
berdasarkan dokumen perencanaan (REA-K/L, TOR, RAB)
kegiatan tehun berialan;

(2) melakukan identifikasi  tujuan berdasarkan dokumen
perencanaan (RKA-K/L, TOR, RAB) kegiatan tahun berjalan;

(3) mengidentifikasi Risiko masing-masing kegiatan dengan
memperhatikan rumusan tujusn yang ada;

(4] Risiko tingkat kematan dapat dirumuskan berdasarkan
jenis-jenis kegiatan, antara lain;

Kegiatan bantuan sosial;

Kegiatan bantuan operasional sekelah (BOS);
Eeglatan tim (honor timj;

Kegiatan kediklatan;

Kegrlatan penclitian;

Keglatan paket meeting (fullboard, fullday, halfday);
Kegiatan RDK dan rapat biasa;

Kegiatan pembayaran uang makan;

Kegiatan pembayvaran tunjangan Kinena;

Kegiatan pengadaan barang/jasa;

Keplatan perjalanan dinas;

Kegiatan pembavaran tunjangan profesi guru dan dosen;
Kegiatan belajar mengajar; dan

Kegiatan penelitian pada PTEN; dan kegiatan lainnya.

(5) mengidentifikasi sebab dan dampek dari masing-masing
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Risike vang dapat menghalangi, menurunksan, atau
menunda tercapainys sasaran strategis;

(6) mengklasifikasiken Risiko yang telah diidentifikasi ke dalam
beberapa jenis Risiko, di antaranya:

Risiko strategik/kebijakan adalah segala Risiko vang
disebabkan atau vang timbul karena perubahan kebijakan
lingkungan kerja pengawasan, seperti perubahan kehijalean,
dan sebagainyn, serta kebijakan yang diambil sebagai respon
terhadap hal tersebut;

Risiko [mansial, merupaken segela Risiko yang disebabkan
oleh kegagalan pihak ketige dalam memenuhi kewajibannyva
terhadap Satker/UPT.

Risiko operasional, merupakan Risike vang disebabkan oleh
kegagalan pads orang, proses, dan sistem di Satker/UPT,
faktor eksternal, dan Risiko yang ditimbulkan oleh aspek-
aspek legal;

Risiko Kepanihan, menipakan Risiko vang disebablkan oleh
tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakennyva peraturan
perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlalo; dan
Risiko Fraud, merupakan Risiko vang disebabkan oleh
adanya kecurangan.

(7] mendokumentasikan proses ldentifikasi Risiko dalam
ascbuah daftar Risiko dengan mencantumkan para pihak
vang terlibat dalam proses identifikasi dan pendekatan vang
digunakan  serta  memperbaharmii sesuai dengan
perkembangan terakhir,

4} Keluaran (Output)
Daftar Risike kegiatan,

. Penilaian Risiko

1} Tujuan

UntuX mengetahun profil dan peta dan Risiko yvang ada dan akan
digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan Risiko.
2) Penanggung Jawab Pelaksanaan:
a) Pemilik Risiko; dan
b} Koordinator Risiko masing-masing UPR di bawah pengawasan
Pemilik Risiko.
Jd] Lanpgkah-langkah Pelaksanaan
a) melakukan focussed group discussion (FGD) untuk menilal
masing-masing Risiko yvang telah tendentifikasi;
L] melakukan analisis terhadap konselkuensi Risiko dengan
metode sebagai berilout:

(1) untuk Risiko vang memiliki konsekuensi keuangan, dapat
dianalisa dengan menggunakan nilai rata-rata kerugian
keuangan vyang terjadi karena suatu Risiko dan
menggolongkonnya berdasarkan skala yang telah ditetapkan
untuk masing-masing tingkat kerugian yang terjadi; dan

2) untuk Risike yang memiliki konsekuensi non keuangan, maka
konsekuensi Risike vang bersifat  koalitatil  tersebut
dikuantiikasikan dengan mengeunakan skala vang telah
ditetapkan  untuk  masing-masing katagori  tingkat
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konsckuensi denmpan  parameter-parameter yang  telah
ditetapkan.

¢} melakukan analisis terhadap besammya kemungkinan Risiko
teridentilikasi akan terjadi, dengan cara memperkirakan
frekuensi  terjadinys  Risiko tersebut pada suati  periode
tertenfis;

d) melakukan analisis terhadap besar-kecilnya dampak dari Risiko
teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan/sasaran, vyang
dilakukan dengan carn penghitungan langsung yaitu dengan
menggunakan nilai rata-rata dampak suatu Risiko pada suatu
periode tertentu: dan

¢| mengidentifikkasi dan menetapkan kriteria pada masing-masing
tingkat kemungkinan dan dampak terjadinya Risikeo
berdasarkan pembagian tingkatan yang telah ditetapkan dan
sclanjutnys digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi
Risiko. Tingkat kemungkinan dan dampak Risiko scbagai
berikut:

(1] Tingkat kemungkinan terjadinyva Risiko (risks likelihood):

Kemungkinan
Terjadinys Kategori Keterangan
Risiko
| Sangat  |Kemungkinan terjadinya

Jarang  |jarang sekali/tidak pernah
Jarang | Kemungkinan terjadinya
Sering Kemungkinan tinggl tefjadi

B | G| B

; IK?rEungkinsﬂ terjadinya
- sk sering sekali/selalu

(2) Tingleat dampale Risileo (nsk consequenoss);
Dampealk i
Risiko Kategori Keterangan

# Pengaruhnya terhadap

strategi dan aktivitas operasi
sangat rendah

1 Sangat = Pen%amhnya. terhadap

Rendah kepentingan para pemangku |

kepentingan (stakeholders)

sangat rendah

| # Pengaruhnya terhadap

strategi dan aktivitas operasi

rendah

2 Rendah P Pengaruhnya terhadap

kepentingan para pemangku

. kepentingan (stakeholders)
rendah

¥ Pengaruhnya terhadap
strategi dan aktivitas operasi
rirgi

3 Tingm # Pengaruhnya terhadap

kepentingan para pemanghu

kepentingan (stakehoiders)

- tings
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F Pengaruhnya terhadap
strategi dan aktvitas operasi
sangat tinggl

HREA Pengaruhnya terhadap
Tinggi kepentingan para pemangku
kepentingan (stukeholders!
sangat tingg

4 Sangat | 3

)] melakukan analisis terhadap tingkat flevel] suatu Risiko dan
kecenderungan arah Risikonya.
(1) Tingkat atau level Risiko diukur dengan menggunakan dua
dimensi, wvaitu tingkat konsekuensi [conseguence] dan
kemungkinan terjadinva Risiko (yang dinyatakan dalam

frelcuensi).
{2) Bahasa warna untuk level Risiko dirumuskan sebagai
berileut:
Risiko sangat rendah: warna hijau
- Risiko rendah : warna kuning muda
- Risiko tingg : warna kuning tua

- Risiko sangat tinggi : warna merah

(3] Analisis terhadap kecenderungan arah (tren) Risiko
dilakukan dengen cara mengidentifikasi perubahan atau
pergesaran tingkat/leve! Risiko yang dikaitkan dengan
upaya mitigasi yang telah dilakukan ataupun [aktor-faktor
lain vang mempengaruhinya.

gl melakukan analisis terhadap profil Risiko dan pemetaan Risiko.

(1} Analisa terhadap profil Risiko dilakukan dengan menjelaskan
total eksposur Risiko yang dinyalakan dengan tingkat (Tevel)
Risiko dan trend-nya

(2} Analisa peta Risiko dilakukan dengan menjelaskan gambaran
wial Risike dan distnbusi posisinya dalam grafik dengan
frelouensi pada sumbu horisontal (x) dan konsekuensi pada
sumbu vertikal (v),

Ty g

ik T AT
¥

g2
ZE
-
- | Rendsh
1
Sangat
fhindab
0.5

FREAUEMRE

(3) Tingkat Risiko gabungan (komposit] untuk MASINg-Masing
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katagorl Risiko diperolch dengan menggunakan rata-rata
tngkat konseluensi dan rata-rama tingkat kemunghinan
terjadinya Risiko-Risike pada kategor tersebut.

h) m_cmhuat laporen secara berkala mengenai profil dan peta
Risiko yang dianalisis kepada Ketua Satgas SPIP dan Pemilik
Ristko sebapgal wmpan balik,

1| keluaran (foutput)

Laporan hasil analisis Risiko yang berisi:

(1) identifikasi akar permasalahan;

(2) penentuan tingkat (level) Risiko, profil dan peta Risiko:

(3) kﬂputysan terkait dengan perlu atau tidaknva dilakukan
analisis vang lebih mendalam dan bersifat kuantitatif; dan

(4) masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih
antar berbagai opsi penangan Risiko vang ada scsuai bobot
biaya dan manfaat, pcluang dan ancaman.

d. Evaluasi Risiko
1) Tujuan

Untuk menetapkan prioritas Risiko dan menetapkan perlu

udaknya penanganan terhadap suatu Risike,

2| Penanggung Jawab Pelaksanaan

a] Ketua Salgas SPIP; dan

2 Pemilik Risiko masing-masing UPR.

3] Tahap-tahap Pelalksanaan

a) menctapkan hal-hal yang menjadi perimbangan dalam

melakukan evaluasi Risiko, vaitu:

(1) Risiko yang perlu mendapatkan penanganan:

(2) prioritas penanganan; .

{3) besarnya dampak penanganan tersebut terhadap konteks
yang Iebih luas; dan

(4] perlu-tudaknya dilakulkan analisis Risiko lanjutan.

b) secara berkala Ketua Satgas SPIP dan Pemilik Risiko harus
mengevaluasi Risiko.

4] Keluaran (Output)
a] Laporan hasil evaluasl Risiko yang berisikan urutan prioritas

Risiko dan daftar Risiko yang akan ditangani.

C. Unsur kegiatan Pengendalian

Berdasarkan Pasal 18 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerinteh, menyatakan bahwa Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan
ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
yvang bersangkutan. Penyelengparasn kegiatan pengendalian selcurang-
lurangnya memiliki  karalteristik, wyaitu a) kepiatan pengendalian
diuvtamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah; b} kegiatan
pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko, ¢ kegiatan
pengeniclalian vang dipilih disesuaikan dengan sifatr khusus Instansi
Pemerintah; d) kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; e)
prosedur vang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan
secara tertulis; dan ) kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk
memastikan bahwa kepiatan terscbut masih sesuai dan berfungsi sepert
yang diharapkan.
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1. Pengendalian atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian

a. kegiatan pengendalian dalam rangka melakukan penguatan
Ingkungan pengendalian didasarkan pada hasil evaluasi lingkungan

pegendalian;
- kegiatan penguatan lingkungan pengendalian difokuskan pada sub
unsur lingkungen pengendalian yang berdasarkan hasil evaluasi
masih memperoleh nilai tidak/ kurang memadai:
¢, kegiatan penguatan lingkungan pengendalian  dilakukan melalui
penyusunan rencana tindak penguatan lingkungan pengendalian;
d. rencana tindak yang dilakukan harus mencakup rencana aksi
penguatan masing-masing sub unsur, waktu pelaksanaan dan
penangeug jawab pelaksanaannya;
e, rencana tindak harus dikomunikasikan kepada seluruh jajaran
pimpinan Satker/ UJPT;
f. rencana tindak harus dilakukan pemantavan dan evaluasi secara
berkala untuk mengukur tingkat realisasi pelaksanaannya;
2. kegiatan penguatan lingkungan pengendalian dilaksanakan oleh
Samean Tugas SPIP Satker/UPT;
h. setelah seluruh rencana tindak dilakukan sesual rencana aksi vang
telah ditetapkan, maka dilakukan evaluasi lingkungan pengendalian
kembali untuk mengukur tingkat efektifitas rencana tindak
penguatan lingkungan pengendalian yang telah dilaksanakan; dan
1, apabila hasil evaluasi masih terdapat sub unsir yang masih lemah,
maka disusun kembali rencana tndak dengan mekanisme
sebagaimana diuraitkan di atas,
2. Pengendalian atas Risiko
a. Tujuan
Menentukan jenis penanganan vang clektif dan chsien untuk suatu
Riziko.
B. Penangpung Jawab Pelaksanaan
Pelaksana penanganan Risiko pada masing-masing level Risiko
berikut i1 adalah:
1] Pelaksana Risiko dengan potensi level "Risiko sangat tinggi dan
Risiko tinggi * adalah Ketua Satgas SPIP dan Pemilik Risiko,
2) Pelaksana Hisiko dengan potensi level "Hisike rendah " adalah
Pemilik Risiko; dan
3} Pelaksana Risiko dengan potensi level "Risiko sangat rendah®
adalah Koordinator pada masing-masing UPR di bawah
pemantauan Pemilik Risiko.
€. Tahap-tahap Pelaksanaan:
1} menentukan jenis pilihan penanganan Risike berdasarkan pada
pedoman atau prosedur vang berlaku dengan mengkaji terlebih
dulu kelenghkapan dan kesesuaian penerapannya,
2) penanganan Risiko, dapat dilakukan dengan berdasarkan urutan
tingkat Risiko, pilihan penanganan Risike yang harus diambil adalah:
a) menghindari Risiko vang ada secara sepenuhnya: menghindari
atan menghilangkan ancaman sepenuhnya memiliki konsekuens:
hilangnya peluang vang ada;

bj menurunkan frekuensi terjadinya  Risiko  (langkah-langkah
preventif); dan

¢] menurunkan tngkat konsekuensi Risiko vang terjadi (langhkah-
langkah reduksi].
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] penanganan Risiko diarahkan pada penanganan akar permasalah-
an (root cause) dan bukan hanya gejala permasgalahan: dan

4) UPR perlu mengembangkan rencana kontingensi bils Risiko vang
welah dianalisis bersams Ketua Satgas SPIP adalah Risiko level
unggt yang melampaui kemarmnpuan Sather /UPT untuk menyerap
konsckuensinya, misalnve adanya force majeure, dan sejenisnyva.

Apabila kondisi tersebut terjadi, maka rencana kontingensi

mencakup:

a) langkah-langkah dararat, termasik langkah-langkah
pendeteksian dan pembatasan dampale Langkah-langkal darurat
harus dilakukan dalam hitungan jam hingga beberapa hari.

bl rencana penanganan kondisi darurat/kritis mencakup:

(1} rencana terperinci strategl dan manajemen krisis;

(2) tim penanganan krisis langsung di bawah koordinasi Ketua
Satgas SPIP,;

(3} reticana media dan saluran komunikasi; dan

(4) Dena penanganan krisis,

c] langkah-langkah pemulihan, termasuk di dalamnya tahap-
tahap pemulihan yalmni:

(1) rencana pemulihan tahap pertama fconfinuity response)
mencakup:
- rencana dan strategi pemuliban;
= infrastruktur pemuliban;
- rencana media dan saluran komunikasi; dan
- dana pemulihan tahap pertama,
{2) rencana pemulihan tahap kedua {recovery response)
mencakup:
- kegiatan pemuliban;
- pengembangan proses bami/ peningkatan proses yang
ada:
- kajian pasca mnsiden;
= dana pemulihan; dan
- pengaktuvan kembali,

d) rencana kontingensi ini menghamskan para Pemilik Risiko dan
Ketua Satgas SPIP merujuk pada prakuk terbaik (best practice)
vang bersifat praktis dan tepat untuk kondisi Satker [UPT.

d. Keluaran [Output)
Laporan Penanganan Risiko yvang mencakup:
1) hasil identifikasi berbagai opsi penanganan Risiko;
2) penilaian atas opsi-opsi tersebut; dan
3} rencana penanganan, persiapan serta implementasinya.

3., Komponen Kegiatan Pengendalian

Penctapan kegiatan pengendalian dilakukan dengan melakukan

pemetaan atas kondisi, sebagail berikut:

a, Pengendalian yvang Seharusnva
Pengendalian vang seharusnya merupakan pengendaelian  yang
semestinya ada atas Risiko yang telah teridentifikasi. Pengendalian ini
biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan kebijskan
internal/pimpinan  terkait pelaksanaan program/kegiaton  pada
masing-masing Satker/UFT.
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Efektivitas Pengendalian

Efektivitas pengendalian merupakan analisis atas  kecukupan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal/pimpinan
yang telah ada vang dikaitkan dengan Risiko vang teridentifikasi.
Selain tingkal kecukupan peraturan perundang-undangan, efekivitas

pengendalian ini juga dapat dianalisis dari sisi tingkat ketaatan
pelaksanaannya.

Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Pengendalian yang masih dibutuhkan merupakan hasil analisisf perme-
taan antars Risiko teridentifikasi, pengendalian yang sudah ada dan
efektivitas pengendalian baik dari sisi kecukupan peraturan perundang-
undangan mauvpun Ungkat KkKetsatan pelaksanaannya, Sehingga
pengendalisn yang masih dibutubkan merupakan kondisi yang harus
diciptakan /diagendakan  untuk  meminimalisir/menghilanglan  Risiko
teridenitifikasi dapat terjadi dalam pelaksansan program/kegiatan
tertentu.

D, Unsur Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan Pasal 41 PP Nomor 60 Taohun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatar, dan mengkomunikasikan
informasi dalam bentuk dan wakiu vang tepat yang diselenggarakan secara
efeltif. Penyelenggaraan komunikasi yang efeletif sekurang-kurangnya: a.
menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;

dan b. mengelola, mengembangkan, den memperbarui sistem informasi
SECHrd [erus mencrus,

1.

Tujuan -
Tujuan penyelenggaraan informasi dan komunikasi adalah:

.

bq

i

B
b,

urituk mengkomunikasikan selumah kegiatan pengendalian yang
telah ditetapkan pada proses kegiatan pengendaban kepada
pimpinan Satker/UPT dan penanggung jawab kegiatan serta
penanggung jawab réncana aksi pada masing-masing Eaﬂ{er:.f UPT;
agar pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan tanggungjawabnya
dengan baik. o

Untuk memperoleh informasi yang relevan dari pimpinan dan
penanggung jawab kegiatan/rencana aksi.

. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pemilik Risiko; dan
Koordinator Risikn.

Tahap-tahap Pelaksanaan

H.

L

melakukan kormunikasi dan konsultasi dengan para pemangku
kepentingan baik internal maupun eksternal pada s:t'ua!p tahapan
proses SPIP, balk dengan saluran resmi maupun saluran tidak resmi.
saluran komunikas: meliputi:

1] Websile;

2} Surat edaran;

3] Rapat berkala;

4) dan lain-lain. .
melakukan kajian atas clektifitas komunikasi serta m-:n;;ampmkan
analisis dan rekomendasi kepada Pemilik Risiko dan Pejabat pada

Satker/UPT yang dilakukan dalam kurun waktu minimal & {(enam)
bulan sekali.
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E. Unsur Pemnantauan dan Evaluasi

E‘-erdafsarkan Pasal 43 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Ftngerltdaha.n Ilplcrn Pemerintah menyatakan bahwa Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern baik

pemantauan  berkelanjutan, evalunsi terpisah, dan tindak

_ lanjut
releomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pemantauan penyelenggaraan SPIP dapat dilakukan dengan pemantauan
berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

1. Pementauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjuran diselengpgarakan melahni kegiatan pengelolaan
rutin, supervisl, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait
dalam pelaksanaan tuges, Pemantauan berkelanjutan aleh atasan langsung,
pimpinan Satker/UPT atau oleh Satuan Tugas SPIP secara berkala.

Pemantauan yang dilskukan oleh Satuan Tugas SPIP difokuskan pada
rencana aks penguatan lingkungan pengendalian dan pelaksanaan
kegiatan pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik pada tingkat

program  maupun kegiatan. Proses pelaksanaan  pemantauan
berkelanjutan, sebagai berikout:
a. Tujuan

Menganusipasi perubahan Risiko yang bersifat mendadak dan persistent
baik pada tingkat Risiko maupun arah Risiko yang berdampak negatif
pada profil Risike.

b, Penanggung Jawab Pelaksanasn
1] Ketua Satgas SPIP: dan
2| Pemilik Risiko,

¢. Tahap-tahap pelaksanaan

1| melakukan pengawasan dan pengendalian rutin atas kinerja
aktual Satker/UPT yang diharapkan atau dipersyaratkan, serta
realisasi atas rencana kepiatan penpgendslian  atas Risiko
teridentifikasi;

2) memantau penanganan Risiko pada khususnya dengan cara
menilai efektivitas semua langkah dalam proses SPIP berdasarkan
laporan pelaksanaan tahap-tahap sebelumnya serta
menggunakan sistem dan teknologi informasi Satker/UPT guna
memastikan bahwa prioritas penanganan masih sclaras dengan
perubahan di dalam lingkungan operasional; dan

3] menentukan prioritas monitoring risiko
Prioritas monitoring dapat diberikan pada:

a) Risiko tinggi dan sangat tingsi;

b] kensentrasi Risiko;

c] kriteria toleransi Risiko dengan Risiko residual yang tinggl, dan
d} perkembangan teknologi dan alat transfer Risiko yang dapat

mempengarahi efektivitas penanganan Risiko yang sedang
berjalan,

d. Keluaran (Output)

Laporan hasil monitoring rencana alesi penguatan lingkungan
pengendalian dan Risiko.

Jenis-jenis pemantavan berkelanjutan:
a. Pemantausan Berkala;
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Pemantauan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 [enam) bulan
sckali dengan memeriksa ukuran-ukuran dan parameter vang ada;
b. Reviu Unit Pemilik Risiko {LIPR]
Pemantauan yang bersifat selekiif oleh Pemilik Risiko terutama
diarahkan pada Risiko vang berdasarkan tingkat Risiko
membutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya; dan
¢. Audit
Pemantauan yang dilakukan oleh auditor internal atau cksternal
dengan ruang ingkup dan frelasens: yang lebih terbatas, terutama
pada Risiko-Risiko utama dengan reviu lebih pada keandalan sistem
dan bukan kondisi yang ada.

. Ewvaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan

pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.  Evaluas terpisah oleh

Inspektorat Jenderal, BPKP atau BPK-Rl. Evaluasi terpisah dapat

dilakultan dengan mengpunakan daftar uji pengendalian intern sebagal-

mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintzh Nomor 60

Tehun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Evaluasi

terpisah oleh Inspekiorat Jenderal, sebagai berikut:

a. Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIF pada
Satker/UPT Kementerian Agama sctiap bulan Juli s.d September
bulan berjalan atas penyelenpgaraan SPIP Satker /UPT tahun
sebelumnya;

b. program evaluasi penyelenggaraan SPIP menjadi bagian dan Program
Kerja Pengawasan ‘Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal, yang
dikoordinasikan salah satu oleh Inspektorat Wilayah pada Inspektorat
Jenderal Kementerian Agama;

e. teknik dan tata cara evaluasi penyelenggaraan SPIP akan diatur
tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. laporan hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP disampaikan kepada
pimpinan Satker/UPT' dan Menteri Agama melalui Sekretaris
Jenderal;

e, setiap pimpinan Satker/UPT melaluni Satuan Tugas wajib
menindaklanjuti saran hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inpektorat
Jenderal; dan

f. Satuan Tugas SPIP Kementerian Agama Pusat melakukan
pemantauan secara intensif terhadap tindak lanjut vang dilakukan
oleh Satker /UPT.

. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu Lainnya

Pimpinan Satker/UPT wajib menindaklanjuti setiap rckomendasi hasil

audit dan reviu lainnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

. Penpuatan Efektivitas Penyvelenggaraan SPIP

Dalam rangks memperkuat dan menunjang  efektivitas SPIP pada

Kementerian Agama, dilakukan: .

a, Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugns dan fungs: masing-
masing Satker/UPT termasuk akuntabilitas keuangan negara. Dalam
rangka pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Jenderal
melaksanakan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang
didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [(APBN).
Pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal,



melalui

1) audit;

2 reviu:

3] evaluasi;

4} pemantauan; dan

9) kegiatan pengawasan lainnya.

- Pembinaan penyelenggaraan SPIP vang meliputi:

1} sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SPIP;

2) pendidikan dan pelatihan SPIP

d) pemiumbingan dan konsultansi SPIP; dan

4) peningkatan kompetensi auditor aparat  pengawasan
pemerintah terfeait SPIP,

intern
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BAB IV
PELAPORAN

Fimpnan Satker/UPT Kementerian Agama wajib melaporkan  hasil
penyelenggaraan SPIP kepada Menteri melaloi Sekretaris Jenderal pada setiap awal
bulan Desember. Laporan penyelenggaraan SPIP dapat divraian scbagai berikut:

A. Laporan penyelenggaraan SFIP minimal berisi;
1. Bab | Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan
D. Sasaran
E. Sistematika Laporan
2. Bab [IGambaran Umum SPIP
3. Bab Il Profil SPIP

. Profil Linglkungan Pengendalian

. Profil den Peta Risiko

. Rencana Aksi Penguatan Lingkungan Pengendalian
. Rencana Penanganan Risiko

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan SPIP

4. Bab IV Penutup

@ >

BEE 0

B. Penanggung Jawab Pelaporan
Penanggung jawab pelaporan adalah Ketua Satgas SPIF Satler/UPT.

C. Mekanisme Pelaporan
Pelaporan dapat dilakukan baik secara manual fhard copy) maupun secara
online (soft copy) melalui aplikasi SPIP Kementerian Agama,



.

BAB V
PENUTUP

Pembangunan lingiungan pengendalian dan penilaian Risiko pada
Kementerian Agama merupakan it cdarl pelaksanaan SPIP scbagaimana
dimanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama Nomar
24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan B8istem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan Kementerian Apama. Dengan diterapkannya SPIP ini
diharapkan pimpinan di semua tingkatan dapat mendeteksi secara dini
kemungkinan kejadian vang dapat menghambatl pencapaian sasaran/tujuan
bailk di tingkat organisasi maupun pada tingkat kegiatan di lingkungan
kerjanyva masing-masing,.

Keberhasilan penerapan 8PP ini terletak pada komitmen pimpinan pada
semua tingkatan dalam mengawal dan memantau secara berkala melalui peran
Satuan Tugas untuk setiap bentuk kebijakan dan kegiatan yvang dilaksanakan.
Keberhasilan penerapan SPIP dapat memberikan keyakinan yang memadai
baik bagi pimpinan di scmua tingkatan, maupun bagy lembaga pengawasan
baik internal maupun eksternal terhadap peleksanaan kegiatan yang efektif
dan efisien, keandalan laporan keuangan, kemananan aset dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan diterapkannya SPIP ini juga diharapkan mampu memberikan
kesadaran bagi seluruh jajaran pimpinan, bahwa setiap tanggung jawab yang
dicmbannya selalu sarat akan risiko.

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

]
-

fLUI{M."'sI"I HAKIM SAIFUDDIN
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR %20 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA

KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN
SPIP PADA SATKER/UPT PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. TDENTITAS RESPONDEN

Berilah trokrnark untuk pilihan yang paling tepat. Apa posisi anda saat ini?

[ Pejabat Struktural
0 Pejabat Fungsional Tertentu
O Pelaksana

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. Isilah dengan memberikan tickmark (V) pada salah satu kotak pilihan
jawaban,
2, Responden dapat menambahkan narasi lain terkait kondisi lingkungan

pengendalian pada bagian akhir kuesioner .
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SUB UNSUR /

perilaku

M  PERTANYAAN JANABAN (V)
A. | Pencgakan Integritas Dan Nilai Etika
l. Pimpinan Satuan Kera/UPT telah | o 7
memberikan  keteladanan dalam  hal| g 3%?1-“&]1
integritas Idn.rl etika pada tingkah laku | Sering
sehari-hari 0 Selaha
2 Telah ada aturan perilaku ({misaloys kode | 0 Belum Ada I
etik, pakta integritas, dan aturan |0 Sedang Disusun
perilaku pegawai) 1 Budah Ada
] Sudah Ada &
_ dimutakhirkan
3 Rekan-rekan kerja telah berperilalou| O Tidak ada
sesual dengan nilai-nilai mtegritas dan | 0 Sebagian kecil pegawai
etika U Sebagian besar pegawal
= 0 Seluruh Pegawai
4 Pegawai telah memperoleh penghargaan | 0 Tidak Pernah
vang sepadan dengan prestasi kerjanya 0 Jarang
0 SBermng
0 Selalu =
| 3 Penghargaan yang diberikan kepada para : -
pegawai telah cukup memadai untuk | D Sangat Tidak Memadai
menghindari godaan untuk melanggar | & Tidak Memadai
hulcum, aturan organisasi dan nilai-nilai | & Memadai
il 0 Sangat Memadai
& Dokumen pernyatasn aturan perilaloa | 0 Tidak
telah  disampaikan kepada seluruh | 0 Disampaikan tanpa
pegawal penjelasan
0 Disampaikan dengan
penjelasan
0 Disampailkan dengan
penjclasan dan pelatihan
. jika diperlukan
7 Dalam sosialisasi aturan perilakn telah | O Tidak Pernah
dijelaskan tentang hagaimana | disosialisasikan
praktelknya dalam situasi sehari-hari 0 Jarang
O Sering
. 0 Rutin
8 Kebijakan arganisasi dan aturan perilaku | 0 Tidak Pernah
setiap tahun telah diinformasikan kepada | o Jarang
pihak ketiga [(masyarakat, rekanan, | Sering
Satuan Kerja/UPT lainnya) [ Rutin
9 Media arganisasi (majalah/buletin .
internal, papan pengumuman, situs |2 Tidak Pernah
resmi, dan lain-lain) telah | O Jarang
menginformasikan pelaksanaan aturan |0 Sering
perilaku oleh para pegawai O Rutin
1¢ Seluruh pegawai secara rutin telah | O Tidak Pernah
menandatangani  pernvatean  aturan | O

Jarang, Scbagian Pegawal
| Rutin, Sebagian Pegawai
0 Rutin, Seluruh Pegawai
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sUB UNSUR |/
NO PERTANYAAN JAWABAN (4]
11 Pernyataan aturan perilaku telah dibaca | 0 Tidak
oleh semua pegawai 7 Scbagian Kecil
1 Sebagian Besar
0 Semusa =
12 Pernyataan aturan  perilabu  telah | O Tidak perneh
dipahami oleh semua pegawai O Sebagian Kecil
[l Sebagian Besar
0 Semua
113 Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | 0 Tidak Pernah Dipantau
memantau apakah selurub pegawai telah | 0 Jarang
mengikutl sosialisasi aturan perilaku 0 Sering
- o L Selalu
14 Telah terdapat fungsi khusus di dalsm | g Tidak Ada
Satuan  Kena/UPT yang melayani | g ada, tapi belum berfungsi
pengaduan masyarakat atas pelanggaran | 1 Ada, tapi belum optimal
aturan perilaku 0 Ada dan sudah optimal
15 Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | 0 Tidak Pernah
mendapat informasi  atas  kepatuhan | 0 Jarang
pelaksanaan aturan perilaleu di Satuan | 0 Sering
K.ﬂljﬂ.l."UFT 0 Selalu
16 Pelanggatan aturan perilaka  telah | 0 Tidak Permah
diindaklanjutd sesual Kelentuan vang | O Jarang
berlaku O Sering
: O Selalu
17 Investigasi atas pelanggaran aturan | O Tidak pernah dilakukan
perilaku telah dilakukan eoleh petugas investigasi
vang kompeten dan independen 0 Dilakulkan oleh petugas
yvang tidak xompeten dan
tidak independen
[l Dilakukan oleh petugas
vang tidak kompeten atau
tidak independen
J Dilakukan oleh petugas
vang Kompeten dan
independen
B | Komitmen terhadap kompetensi o
1. Batuan Kerja/UPT telah memiliki | 0 Tidak Memilik
strategi/ rencana kompetensi yang | O Sedang disusun
berisikan standar kompetensi wvang | C Ya, telah disusun

dibutuhkan untuk melaksanakan tugas
dan fungsinya

O Ya, disusun sesual
kebutuhan stratem &
tujuan Satuan Keria/UPT

yang dibutubhkan dalam
sctiap posisi di S3atmian Keja/UPT telah
didefinisikan secara tepat.

42 SDM yanpg memadai telah tersedia untuk | O Sanpgat Kurang
melaksanakan strategl dan perencanaaan | O Kurang Memadai
organisasi O Culkup Memadai

0 Memadai

Jd Kompetens:

0 Tidak ada uraian
kompetensi

0 Sebagian kecil posisi
sudah dibuat uraian
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SUB UNSUR
e PERTANVAAN SAWABAN V)
kompetensinva
C Sebagian besar posisi |
sudah dibuat uraian
kompetensinya
0 Sudah dibuat uraian
kompetensi setiap posisi
dengan tepat
4 Para pegawai telah ditempatkan sesuai | [0 Sangat Tidak Setuju
denpgan  kompetensi dan pengalaman | 0 Tidak Setuju
mereka  berdasarkan  syarat  dan |0 Setuju
{ kebutuhan dari posisi tersebut 0 Sangat Setuju
% Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | 0 Sangat Tidak Setuju
memiliki pengalaman kerja yang luas | Tidak Setuju
tidak hanya terbatas pada hal-hal teknis | 0 Setuju
tertentu saja [ Sangat Setuju
6 Kompetensi SDM telah dipantau secara |0 Tidak Pernab
efektil O Jarang
[l Sering
. o _ O Selalu dan terjadwal
7 Telah terdapat perencanaan pelatihan |0 Belum Ada
yong memberikan pemahaman kepada | [ Dalam proses penyusunan
pegawal atas kegiatan dan [ungsi bagian | 0 Sudah ada tapi behum
lainnya diformalkan
O Sudah ada dan
| = _diformalkan
'8 Pelatthan yang memadai telah selalu | OTidak Pernah
dilakukan sebelum pegawai menduduki |0 Jarang
posisi penting O Sering
: 0 Seialu
9 Satuan Kerja/UPT telah  memiliki | 0 Belum Ada
rericana kaderisasi stal vang kompeten |0 Dalam proses penyusunan
untuk mendudulki posisi-posisi penting | 0 Sudah ada tapi belum
diformalkan -
J Sudah ada dan
difarmalkan
10 Dokumentasi tentang prosedur penilaian | 0Sangat Tidak Setuju
kompetensi pegawai telah memadai dan | O Tidak Setuju
dirmutalchirkan secara periodik O Setuju
0 Sangat Setuju :
11 Assessment/penilaian kompetensi dari |0 Tidak Pernah
individu kunci telah dilakukan secara |0 Jarang
periodik dan didokumentasikan secara | 0 Sering
lengkap |0 Sangat Sering
12 Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai | O Tidak Pernah
telah dilakukan secara periodik Ol Jarang
[ Sering
- 0 Sangal Sering
C | Kepomimpinan Yang Kondusif
l.  Pimpinan Satuan Kerja/UPT melalui | 0Sangat Tidak Setuju
perlkatasn dan perbuatan telah selaly | O Tidak Setuju
menekankan  pentingnys  pencapalan | 0 Setgju
tujuan pengendalian internal
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Pembentukan Struktur Organisasi

SUB UNSUR | |
NO PERTANYAAN JAWABAN ()
tujuan pengendalian internal 0 Sangat Setuju
2. Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | DSangat Tidak Setau
mempertimbangkan risiko dalam M Tidak Seruju
penpambilan  keputusan dan senng | [ Setuju
. mendiskusikannya di dalam rapat d Sangat Setuju
3 Gaya dan “"fong" kepemimpinan vang |OSangat Tidak Sctuju
kondusif telah dirasakan baik di dalam |0 Tidak Setuju
maupun di luar organisasi 1 Setuju
O Sangat Setuju
4 Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah . i
membentuk dan memfungsikan satgas Ssﬁﬂﬁg;f;zstmlu
SPIP, Inspekiorat atau unit organisasi 0 Satuju
I:EE;IL;ntu untuk mendorong penerapan 0 Sangat Setuju
5 Pimpinan Satuan Kerja/UPT iclah | OBangat Tidak Setuju
menekankan pentingnys penerapan SPIP | O Tidak Setuju
dalam setiap kepiatan organisasi 0 Setju
|0 Sangat Setuju
6 Pimpnan Satuan Kerja/UPT telah | 0 Sangat Tidak Setuju
mengkomunikasikan SECATA efektif | O Tidak Setuju
tujuan pengendalian intern kepada para {0 Setuju
_ pegawai vang terkait 1 Sangat Setuju
7 Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | O Sangat Tidak Setuju
mengikutsertakan pejabat dan pegawai | O Tidak Setuju
terkait dalam proses penetapan tujuan |O Setuju
pengendalian intern 0 Sangat Setuju
D

Sesual Dengan Kebunihan

Yang |

V1.

Strukctur urgamsam telah dirancang

0 Sangat Tidak Setuju

sesuai dengan kompleksitas dan sifat |0 Tidak Setuju
kegiatannya. [ Setuju
[ Bangat Setuju
2. Scluruh unit organisasi telah mempunyai | 0 Sangat Tidak Setuju
kewajiban untuk menyusun laporan | O Tidak Setuju
secara tepat waktu. 0 Setuju
[l Sangat Setuju
3 Risiko yang muncul dari keberadaan |0 Sangat Tidak Setuju
strulkctur organisasi telah diperhitungkan |0 Tidak Setuju
Pimpinan Satuan Kerja/UPT 0 Setuju
0 Sangat Setuju
4 Struktur organisasi yang ada telah |0 Sangat Tidak Setuju
mempermudah  penyampaian  informasi | O Tidak Setuju
risiko ke setiap bagian 0 Setuju |
O Sangat Setuju
5 Struktur organisasi telah dilengkapi |0 Sangat Tidak Setuju
dengan bagan organisasi vang | O Tidak Setuju
menjelaskan peran dan tanggung jawab |0 Setuju :
____masing-masing pegawal O Sangat Setuju
& Uraian

tugas
pejabat kuna telah ditetapkan dan

untuk masing-masing |

D Sangat Tidak Setuju
O Tidak Setuju
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NO

SUB UNSUR /
PERTANYAAN

—

JAWABAN ()

dimutalkhirkan

O Setaju
L Sangat Setuju

T Proses validasi atas tingkat kchandalan,
keakuratan, kelengkapan, ketepatan
walctu sistem informasi telah dilalookan
secara berkala

O Tidak Pernah
O Jarang

1 Sering

O Selalua

| Pendelegasian  Wewcnang Dan

Tanggung
Jawab Yang Tepat

l. Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah
melakukan reviu dan evaluasi secara
berjenjang terhadap peran dan tanggung
jawab bawahannva terkait SPIP

0 Tidak Pernah
0 Jarang
0 Sering
71 Selala

2. Dalam setiap raker/rapim, Pinpinan
Satuan Kera/UPT telah sccara rutn

membahas  efektivitas  penyvelenggaraan
SFIP

3 Pendelegasian wewenang dan langgung
jawab telah ditetapkan dan
didokumentasikan sccara formal

O Tidak Pernah
0 Jarang
0 Sering
(] Rutin

[ Sangat Tidak Setuju
0 Tidak Setuju

| O Setuju

[l Sangat Setuju

4 Kriteria pendelegasian wewenang lelah
tepat

0 Sangat Tidak Setuju
0 Tidak Setuju

0 Setuyu

0 Sangat Setuju

5 Pejabat kunci (key management) yang
diberi kewenangan telah memahami
tangeung jawab dan wewenangnya

0 Sangat Tidak Setuju
7 Tidak Setuju
0 Setuju

0 Sangat Setuju

6  Kewcnangan telah direviu dan
dimutakhirkan secara periodik

[ Tidak Pernah
0 Jarang
O -Sering
O Selalu

7 Wewenang dan tangpung jawab telah

0 Sangat Tidak Setuju

dikomunikasikan dengan jelas dan |0 Tidak Sctuju
dipahami oleh 0 Setuju
Pegawai [ Sangat Setuju
8 Batasan kewenangan telah diverifikasi | U Tidak Pernah
dan diuji O Jarang
0 Sennp
10 Selalu
9 Proses dan tngkatan otornsas: telah |0 Tidak Pernah
dilaksanakan sesuai ketentuan O Jarang
0 Serng
| 0 Rutin
F | Pemyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang
Schat  Tentang — Pengelolaan/Pembinaan
Sumber Daya Manusia
1. Satman Kerja/UPT telah mempunyai .
kebijakan  dan  prosedur pengelolaan glﬁlﬂk e
SDM i
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NO

SUB UNSUR /
PERTANYAAN

JAWABAN ()

Bila jawaban “tidak ada®, langsung ke
noemor 7

Kebijakan dan prosedur pengelolaan

SDM tersebut telah didokumentasikan
gecara formal

O Belum

[ Bebagian kecil
[ Sebagian besar
[] Seluruhnya

Kebijalkan dan prosedur pengelolaan
SDM tersebut  telah disosializasilan
kepada seluruh pegawal

0 Belum
O Sebagian kecil
O Sebagian besar

0 Selurubnya

Kebijjakan dan prosedur
SDM  tersebut
seluruh pegawal

pengelolaan
telah  dipahami  oleh

KEebijakan dan prosedur pengelolaan
SDM  tersebut  telah lengkap ([sejak
rekrutmen sampai dengan
pemberhentian pegawai)

0 Belum

0 Sebagian kecil
O Sebagian besar
O Seluruhnvea

L Belum

0 Sebagian kecil
[ Sebagan besar
O Seluruhnva

Helnjakan dan  proseduar
SDM  tersebut  telah
sesuai kebutuhan

pengelolaan
dimutakhirkan

O Belum

0 Sebagian kecil
0 Sebagian besar
0 Seluruhnya

Pimpinan Satuan  Kerja/UPT telah
menetapkan standar rekrutmen pegawail
sesual dengan persyaratan jabatan

O Belum

0 Sebagian kecil
[ Sebagian besar
O Seluruhnya

Pimpinan Satuan Kera/UPT telah
menetapkan pola mutasi dan promosi
pegawal  sesual  dengan  persyaratan
jabatan dan direviu secara periodik

0 Belum

O Sebagian kecil
[ 3ebagian besar
0 Seluruhnyva

Setiap S5DM  yang akan ditempatkan
dalam posisi kunel telah
mempertimbangkan intepritas  dan
kompetensinya

0 Sangat Tidak Setuju
0 Tidak Setuju

0 Setuju

O Sangat Setuju

10

Satuan Kerja/UPT telah menempatkan
SDM pada posisi kunci melalui fit and

proper test dan management assessmen!
center (MAC)

0 Belum

00 Sebagian kecil
0 Sebagian besar
0 Seluruhnya

11

Program  pelatihan  telah disusun
berdasarkan analisis kebutuhan diklat
[trairing needs analysis)

[ Sangat Tidak Setuju
0 Tidak Setyyu

0 Setuju

0 Sangat Setuju

12

13

T

Setiap  pegawal  telah mendapatkan
kesempatan  yang — cukup untuk
mengikuti  program  pendidikan  dan
pelatihan

O Belum
O Sebagian kecil
0 Sebagian besar

O Scluruhnya

Program pelatihan yang terselenggara
telah mendorong perilaku yang baik dan |
kesadaran ber-SPIP

0 Sangat Tidak Setuju
O Tidak Setuju

O Setuu

0 Sangat Setuju




' SUB UNSUR -
.- PERTANYAAH | JEWABEN )

14 Satnan Kerja/UPT telah mengalokasikan |[1 Sangat Tidak Setuju
anggaran yang mcmadal untuk pengem- | Tidak Setuju
bangan SDM 0 Setuju

o o . O Bangat Setuju

1% Satuan Kerja/UPFT telash mengikutser- | 0 Belum
takan pegawai dalam diklat | O Sebagian kecil
kepemimpinan dan inter personal skill, 0O Secbagian besar

. 0 Seluruhnya

16 Satuan Kerja/UPT telah memiliki sistem
penilaian kKinerja dan sistem | [ Tidak Ada
penghargaan frewearnd) yang | C Ada
didokumentasikan,

17 Gistem penilaian kinerja dan  sistem | O Belum
perighargaan (reward] tersebut telah |0 Sebagian kecil
diterapkan sesuat ketentuan, [ Sebagian besar

0 Seluruhnya

18 Satuan Kerja/UPT telah memberikan | O Belum
berbagai penghargaan atas kinerja dan | D Sebagian kecil
produktivitas pegawai /unit kerja. [ Sebagian besar

0 Seluruhnya
G

Perwujudan peran aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP| yang

Efektil S|
| L APIP telah melakukan reviu atas |0 Tidak Pernah
efisiensi/elektivitas kegiatan secara | 0 Jarang
penodik, O Sering
0 Rutn
Z

APIP telah memberikan peringatan dini
kepada Pimpinan Satuan Kerja/UPT

0 Sangat Tidak Setuju
[ Tidak Setuju

dalam penyelengparaan tugas dan fungsi | O Setuju
Satuan Kerja/UPT Pemerintah. o Sangat Setuju
3 APIP telah berperan dalam {asilitasi |0 Tidak Pernah
penyelenggaraan SPIP di Satuan | U Jarang
Kenja fUPT . [ Sering
O Rutin
4 APIP telah melaksanakan pengawasan O Tidak Pernah
berbasis O Jarang
risikao. [ Sering
| el SRS S 1. 1. .1
5 AFIP telah melakukan evaluasi atas |0 Tidak Pernah
efeletivitas SPIP secara periodik. O Jarang
O Sernng
0 Rutin
6 APIP telah melakukan pengujian |0 Tidak Pernah
keuangan secara perodik O Jarang
0 Sering
| - S S O Eutin
T APIP telah melalokan evaluasi | O Tidak Pernah
pelaksanaan pengendalian  internal | O Jarang
secara periodik O Sering

[ Ruatin
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SUB UNSUR /
NC PERTANY AAN JAWABAN (v)

14 Satuan Kerja/UPT telah mengalokasilan | O Eﬁngﬂt Tidak Setuju
angparan yang memadai untuk pengem- | O Tidak Setuju
bangan SDM O Setuju

_ [ Sangat Setuju

15 Satwan Kera/UPT telah mengikutser- |0 Belum
takan pegawal dalam diklat |0 Sebagian kecil
kepemimpinan dan inter personal skill, 0 Sebagian besar

= |0 Selurihnya

16 Satuan Kerja/UPT relah memiliki sistem
penilaian kinerja dan sistem | [ Tidak Ada
penghargaan freward) vang | [ Ada
didokumentasikan. .

17 Sistem penilaian kinerja dan sistem | 0 Belum
penghargaan  frewward)  tersebut  telah | [0 Sebagian kecil
diteraplcan sesuai ketentuan, | O Sebagian besar

, 0 Seluruhnya

18 Saman Kerja/UPFT telah memberikan |0 Belum
berbegai penghargaan atas kinerja dan |0 Scbagian kecil
produktivitas pegawai/unit kerja. [l Sebagian besar

[ Seluruhnya
G | Perwujudan peran aparal pengawasan intern

pemerintah (APIP) yang

Efektif =

1. APIP telah melakukan revin  atas | O Tidak Pernah
efisiensi/efektivitas  kegiatan  secara |0 Jarang
periodilk. O Sering

0 Rutin

2 APFIP telah memberikan peringatan dini | 0 Sangat Tidak Setuju
kepada Pimpinan Satuan  Kerja/UPT | 0 Tidak Setuju
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi | 0 Setuju

il satuan Kerja/UPT Pemerintah. ) O Sanpat Setuju

3 APIP telah berperan dalam  fasilitasi | O Tidak Pernah
penyelengearaan SPIP di  Satuan |J Jarang
Kerja/UPFT . U Senng

. 0 Rutin

4 APIP telah melaksanakan pengawasan |0 Tidak Pernah
berbasis O Jarang
risiko, 0 Sering

N— ) 0 Rutin

3 APIP telah melakukan evaluasi atas |0 Tidak Pernah

efektivitas SPIP secara periodik. 0 Jarang
0 Sering
. - 0 Rutin

6 APIP telah melakukan  pengujian |0 Tidak Pernah

kenangan secara periodik O Jarang
O Sering
[0 Rutin

7 APIP  telah melakukan  evaluasi | [ Tidak Pernah
pelaksanaan pengendalian  internal | 0 Jarang
secara periodik O Sering

0 Rutin




KO

SUB UNSUR /
PERTANYAAN

JAWABAN (V)

APIP  telah meclakukan reviu | ats
kepatuhan hukum dan aturan lginnya

U Tidak Pernah
U Jarang

U Sering

[l Rutin

Tenmuan dan saran; rekomendasi
pengawasan APIP telah ditindaklanjuti.

O Belum

L Sebagian kecil
0 Sebagian besar
O Seluruhnya

Hubungan Kerja Yang Baik Denpgan Instansi
Pemerintah Terkait

1

Fimpinﬂn Satuan Kerja/UPT  Satuan
Kerja/UPT telah membina hubungan
kerja yang baik dengan
Instansil forganisasi lain yvang memiliki
keterkaitan operasional

O Tidak Pernah
O Jarang

0 Sering

O Rutin

Pimpinan Satuan Kerga/UPT  Satuan
Kerja/UPT telah membina hubungan
kerja yang baik dengan instansi/unit
vang lterkait atas fungsi pengawasan
(inspektorat, BPKP, BPK, dan KPK)

0 Tidak Pernah
d Jarang

[ Sering

[} Rutin

Hal-hal lain yang terkait kondisi linglungan pengendalian yang belum

tercakup dalam pernyataan-pernvatan di atas :

L R L e B R R o B Syp Rp Sy  P peppy

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

b

il il

R LUKMAN HAKIM SAIFUDDINY



a

MOER AN A

BT

LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 580 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA

Daftar lampiran Formulir Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Form SPIP-01 Analisis Hasil Evaluas! Lingkungan Pengendalian
Form SPIP-02 Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Lingkungan
Pengendalian

Form SPIP.0O3 Laporan Hasil ldentifikasi dan Analisi Risiko Tingkat
Kementerian

Form SPIP.04 Laporan Hasil Identifikasi dan Analisi Risiko Tingkat Satuan
Kerja/UPT

Form 2PIP.05 Laporan Hasil Identifikasi dan Analisis Risiko Kegiatan

Form SPIP.OG Penanganan Risiko Tingkat Kementerian

Form SPIP.07 Penanganan Risiko Tingkat Satuan Organisasi/ Kerja/UPT
Form SPIP.08 Penangenan Risiko Tingkat Kegiatan

Form SPIP.09 Informasi dan Komunikasi Hasil Analisis dan Penanganan
Hisiko Tingkat Kementerian

10. Form SPIP.10 Informasi dan Komunikasi Hasil Analisis dan Penanganan

11.

12,
13.
14.

Risiko Tingkat Satuan Kerja/UPT

Form SPIP.11 Informasi dan Komunikasi Hasil Analisis dan Penanganan
Risiko Tingkat Kegiatan

Form SPIP.12 Pemantauan Risiko Tingkat Kementerian

Form SPIP.13 Pemantauan Risiko Tingkat Satuan Organisasi;/ Kerja/UPT
Form SPIP. 14 Pemantavan Risiko Tingkat Kegiatan
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